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BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Dampak globalisasi, dengan akan diadakannya pasar bebas Asean di tahun
2003 dan pasar bebas dunia tahun 2020 sebagai akibat berlakunya “General
Agreement on Trade in Service (GATS)” yang merupakan bagian dari perjanjian
Marrakesh 1994 yang telah diratifikasi oleh pemerintah indonesia, sudah dapat
dipastikan akan berdampak pada berbagai bidang kehidupan ; baik politik, hukum,
sosial-budaya, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, teknologi dan ilmu
pengetahuan, dan oleh karena itu memerlukan pembenahan serta pembaharuan
sesegera mungkin pada segala bidang kehidupan tersebut. Tuntutan akan
pembenahan serta pembaharuan tersebut semakin jelas setelah terjadinya badai
ekonomi sekitar tahun 1997 yang sempat memporak-porandakan hampir semua
bidang kehidupan bangsa Indonesia, dimana keterpurukan ekonomi nasional
tersebut berakibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghentikan
produksinya atau menutup usahanya, banyak pemutusan hubungan kerja (PHK)
secara besar-besaran yang menimbulkan munculnya permasalahan-permasalahan
serta kerawanan-kerawanan sosial. Sejak saat itu mulai muncul suatu kesadaran
semua pihak, baik itu pemerintah, swasta maupun individu warga masyarakat
untuk sesegera mungkin melakukan pembenahan-pembenahan terutama pada
sektor-sektor yang merupakan pilar utama kehidupan bernegara misalnya pada

sektor ekonomi dan disamping itu juga melakukan upaya-upaya peningkatan
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sumber daya manusia sehingga diharapkan akan mampu menghadapi tuntutan
serta mengikuti perkembangan jaman.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas telah dirumuskan bahwa
perjuangan bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia
yang adil dan makmur, dalam arti mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, dimana setiap warga negara memperoleh kehidupan yang layak.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara
telah ditetapkan suatu pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai upaya mencapai masyarakat
yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar
1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, kualitas sumber daya manusia
sangat menentukan berhasil-tidaknya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena
itu sudah menjad: keharusan adanya upaya-upaya khusus untuk meningkatkan
kemampuan, keterampilan, dan keahlian sumber daya manusia yang pada
gilirannya dibarapkan dapat berdaya guna secara optimal dalam proses
pembangunan nasional serta mampu bersaing dalam era global.

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan penduduk
yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang merupakan salah
satu permasalahan ketenagakerjaan di tanah air, dimana kebutuhan-kebutuhan
kerja bagi para tenaga kerja yang telah mencapai usia kerja demikian besar di
daerah yang sangat padat penduduknya, sedang didaerah-daerah yang kurang

padat penduduknya dapat dikatakan kekurangan tenaga kerja berusia muda yang
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(9]

cakap dan terampil.' Hal tersebut menunjukan betapa mendesaknya dilakukan
upaya-upaya pembenahan serta pemerataan pada sektor industri, agar dapat
secara merata memenuhi kebutuhan-kebutuhan kerja bagi usia-usia produktif guna
mendukung tercapainya stabilitas nasional dan stabilitas pembangunan nasional
yang mantap.

Menyadari begitu pentingnya keberadaan pekerja bagi tercapainya tujuan
pembangunan nasional dan di samping itu sering terjadinya tindakan sewenang-
wenang terhadap pekerja, karena kedudukan pekerja yang lemah secara ekonomi
dan memerlukan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang
dengan kondisi tersebut pengusaha dapat berbuat apa saja terhadap pekerja. Imam
Soepomo menyatakan bahwa secara sosiologis tenaga kerja adalah tidak bebas,
yang tidak mempunyai bekal hidup lain selain tenaganya sehingga mereka
terpaksa bekerja pada orang lain sebagai majikan dan majikan tersebut yang pada
dasamya menentukan syarat kerja sehingga tenaga kerja harus mengikuti
kehendak majikannya.’> Dengan kondisi-kondisi seperti di atas menunjukkan
pentingnya suatu perlindungan hak-hak pekeﬁa, yang karena posisi yang lemah
dapat menjadi objek kesewenang-wenangan para majikan atau pengusaha.

Prinsip perlindungan hukum bagi para pekerja perlu terus ditingkatkan
mengingat pekerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam mekanisme
perusahaan, di mana tanpa adanya peketja proses kegiatan usaha atau produksi

perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip perlindungan hukum

! G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, Hukum Perburuan di Indonesia
Berlandaskan Pancasila, cet.IIl, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 1.

2 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djembatan, Jakarta, 1992, h.56.
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bagi para pekerja tampak dalam Tap MPR-RI Nomor II/MPR/1993 tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara yang mengatur tentang tenaga Kkerja,
~ menegaskan bahwa

Perlindungan tenaga kerja yang meliputi hak berserikat, berkumpul dan
berunding bersama, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial
tenaga kerja yang mencakup jaminan hari tua, jaminan kesehaatan,
Jjaminan terhadap kecelakaan dan kematian kerja serta syarat-syarat kerja
lainnya, perlu dipertimbangkan dampak ekonomi dan moneternya,
kesiapan sektor terkait, kondisi pemberi kerja, lapangan kerja dan
kemampuan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita perlu diberi
perhatian daan perlindungan sesuai dengan kodrat, harkat dan
martabatnya.

Dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang
ketentuan- ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, pasal 9 menyebutkan:
“Tiap-tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas
keselamatan, kesehatan, serta kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta
perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan norma agama’.
Sebagaimana diatur pula dalam pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun
1997 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a. keselamatan dun kesehatan kerja ;
b. moral dan kesusilaan;

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
nilai-nilai agama.

Tindak lanjut dari kebijaksanaan tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR
RI No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis besar Haluan Negara ditegaskan bahwa
dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan perlu dibina dan dikembangkan
perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan tenaga kerja dalam sistem
Hubungaan Industrial Pancasila yang menuju peningkatan kesejahteraan t¢naga

kerja. Hubungan Industrial Pancasila yang merupakan suatu hubungan antara
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pelaku proses produksi barang dan jasa, yang dijiwai oleh nilai-nilai yang
merupakan manifestasi dari sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
serta kepribadian dan kebudayaan Bangsa Indonesia.’

Dengan sistem Hubungan Industrial Pancasila tersebut diharapkan akan tercipta
pola hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha dalam proses produksi
barang dan jasa. corak Hubungan Industrial Pancasila memiliki karakteristik
sebagai berikut :

1. Buruh dan pengusaha merupakan teman seperjuangan di dalam proses
produksi, hal ini berarti pengusaha maupun buruh wajib bekerja sama
dengan penuh toleransi serta saling membantu dalam kelancaran usaha
dengan meningkatkan produksi;

2. Buruh dan pengusaha merupakan teman seperjuangan dalam usaha
menghasilkan dan memperoleh keuntungan, hal ini berarti kentungan
yang diterima oleh pengusaha dinikmati bersama-sama dengan bagian
yang layak dan seimbang;

3. Buruh dan pengusaha merupakan teman seperjuangan didalam memikul
tanggung jawab, yaitu :

a. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;

b. Tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara;

c. Tanggung jawab kepada lingkungan masyarakat;

d. Tanggung jawab kepada buruh beserta l.celuarga;

e. Tanggung jawab kepaada perusahaan dimana buruh bekerja.*

3 G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, op.cit., h.22.

* Ibid, h.24.
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Asas Partnership dalam hubungan Industrial Pancasila sebagaimana yang
diuraikan diatas, merupakan suatu sistem Industrial yang menekankan pada
kemitraan dan kesamaan kepentingan sehingga dapat memberdayakan dan
mendayagunakan pekerja secara optimal, menciptakan hubungan kerja yang serasi
dan harmonis sehingga menimbulkan suasana dan lingkungan yang kondusif,
ketenangan bekerja dan berusaha baik bagi pekerja maupun pengusaha sehingga
dapat menimbulkan produktifitas perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja dan keluarganya dan pada akhirnya mewujudkan masyarakat Indonesia
yang maju dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

Mengingat peran pekerja sangat penting dalam upaya mencapai tujuan dari
sistem Hubungan Industrial Pancasila tersebut maka diperlukan suatu wadah bagi
pekerja untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Sampai saat ini wadah bagi pekerja
di Indonesia yang telah mendapat legitimasi dari pemerintah adalah Serikat
Pekerja. Dengan pembentukan organisasi pekerja tersebut diharapkan dapat
menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan ienaga kerja
'secara lebih optimal, sistematis dan terkoordinasi.

Sesuai peran dan fungsinya, Serikat Pekerja ini akan menampung dan
menyalurkan aspirasi pekerja, serta memperjuangkan kepentingan pekerja dengan
jalan kekeluargaan, tertib dan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai
dengan asas Hubungan Industrial Paancasila. Lebih jauh peran Serikat Pekerja
tampak dalam usaha memperjuangkan kepentingan pekerja yang diwakili agar

| dapat diterima oleh pihak pengusaha melalui penyelenggaraan Kesepakatan Kerja

Bersama yang selanjutnya disebut KKB, yang dahulu dikenal dengan Perjanjian
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Perburuhan. Mengenai perbedaan istilah tersebut telah dinyatakan dalam pasal 1
huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1985 tentang
pelaksanaan Tata Cara Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama yang
menyatakan :

“Kesepakatan  Kerja Bersama adalah Perjanjian  Perburuhan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 1954,

KKB merupakan suatu peraturan induk dalam mengadakan perjanjian kerja, yang
artinya pekerja dan pengusaha yang terikat pada suatu KKB dalam membuat suatu
perjanjian kerja harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
dalam KKB tersebut, sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Pekerja
dengan Pengusaha yang mendefinisikan KKB sebagai :
“Perjanjian tertulis yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerjc atau
Serikat-Serikat Pekerja yang didaftarkan pada departemen teriaga kerja
dengan Pengusaha, Pengusaha-Pengusaha, Perkumpulan Pengusaha
yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat
syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam Perjanjian Kerja.”
Selanjutnya pekerja dan pengusaha yang berada dalam ruang lingkup
berlakunya KKB, tidak dapat menetapkan syarat-syarat kerja yang bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KKB, sebagaimana dalam pasal
9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 disebutkan bahwa syarat-syarat kerja
dalam perjanjian kerja yang bertentangan dengan syarat-syarat kerja yang
ditetapkan dalam KKB adalah tidak sah, dan dalam keadaan demikian maka yang
berlaku adalah ketentuan syarat-syarat kerja yang diatur dalam KKB. Disamping
itu untuk mengantisipasi tidak diaturnya syarat kerja yang ditetapkan dalam KKB,

pasal 10 menetapkan bahwa jika dalam suatu perjanjian kerja tidak memuat
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syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam KKB, maka syarat-syarat kerja yang
ditetapkan dalam KKB itu berlaku pada perjanjian kerja. Ketentuan-ketentuan
diatas menunjukan begitu pentingnya kedudukan KKB dalam sistim hubungan
industrial pancasila, baik sebagai lembaga perlindungan hukum maupun sebagai
lembaga partisipasi yang berorientasi pada usaha-usaha pengembangan,
melestarikan, keserasian hubungan kerja dan kesejahteraan bersama.

KKB pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang bersifat keperdataan,
karena itu asas-asas dalaam hukum perjanjian berlaku padanya sebagaimana pasal
1338 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjiaan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.”

Maka dalam proses pembuatannya, KKB didasarkan pada asas kebebasan
berkontrak, dimana kepada para pihak yang menyelenggarakan KKB diberikan
kebebasan dalam menentukan segala hal yang dikehendaki baik mengenai bentuk
maupun isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan
kesusilaan. Oleh karena itu berlaku asas Pacta Sunt Servanda karena KKB
terbentuk atas dasar kesepakatan para pihak penyelenggara KKB sehingga
ketentuan-ketentuan dalam KKB tersebut mengikat para pihak layaknya Undang-
undang. Pihak-pihak yang terikat dengan KKB bukan hanya Serikat Pekerja dan
pengusaha sebagai pihak yang menyelenggarakan KKB secara langsung, tetapi
juga anggota-anggota dari serikat pekerja maupun organisasi pengusaha.
Undang-Undang No.b 21 tahun 1954 disebut sebagai suatu perkecualian
dalam hukum perdata, karena serikat pekerja dan pengusaha atau organisasi

pengusaha sebagai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam bentuk KKB
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mengikat anggota-anggotanya dan dapat pula mengikat yang bukan anggota.’
Diberlakukanya ketentuan KKB dalam perjanjian kerja antara pekerja bukan
anggota serikat pekerja dan pengusaha, menurut penjelasan Undang-undang No.
21 tahun 1954 adalah agar pengusaha tidak dapat menerima pekerja dengan upah
yang lebih rendah atau persyaratan kerja yang kurang dari yang ditentukan dalam
KKB, sehingga menimbulkan konkurensi antara pekerja anggota dan bukan
anggota Serikat Pekerja.® Khusus mengenai anggota serikat pekerja atau anggota
organisasi pengusaha telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang No. 21
tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Pekerja dengan
Pengusaha.

Mengingat dalam praktek hampir semua KKB memberlakukan
ketentuannya bagi semua pekelja,7 dan tidak semua KKB yang diselenggarakan
oleh para pihak melibatkan organisasi pengusaha didalamnya maka dalam hal ini
penyusun membatasi kajiannya dalam ruang lingkup para pekerja sebagai anggota
dari Serikat Pekerja dan pengusaha sebagai para pihak yang terlibat dalam
penyelenggaraan KKB tersebut.

Pekerja terikat akibat hukum dari penyeienggaraan KKB karena :
1. Pekerja menjadi anggota serikat pekerja yang bersangkutan;,

2. Pekerja baru masuk menjadi anggota serikat pekerja;

5 HLBakels, Schets van het Nederlands Arbendsrecht Kluwer, Deventer 1990, h.149 dalam

Maarten L. Souhoka, A esepakatan
Yuridika,Vol.14,No.5 September-Oktober 1999 h. 398

6 Maarten L. Souhoka, Akibat Hukum Kesepakatan Kerja Bersama pada mkega, Yuridika, vol. 14,
No.5, September-Oktober 1999 : h. 404.

7 Hasil penelitian untuk Disertasi M.L Souhoka, 1997 dalam Ibid., h.400.
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3. Pekerja keluar dari serikat pekerja.
Pekerja yang dikarenakan point 1 dan 2 , terikat oleh KKB karena sesuai fungsi
dari serikat pekerja sebagai organisasi pekerja yang mewakili kepentingan para
pekerja dalam pembuatan KKB oleh karena itu norma-norma yang ditetapkan
melalui serikat pekerja mengikat pula anggota-anggotanya, dalam hal ini para
pekerja yang diwakilinya, walaupun anggota serikat pekerja tersebut tidak
menjadi pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembuatan KKB,
sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954
tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Pekerja  dengan Pengusaha,
menyatakan bahwa :

Mereka yang selama waktu berlakunya perjanjian perburuhan adalah

anggota atau menjadi anggota serikat pekerja atau perkumpulan majikan

yang menyelenggarakan perjanjian tersebut dan tersangkut di dalam

perjanjian itu, terikat oleh perjanjian itu.
Sedangkan mengenai pekerja yang telah keluar dari serikat pekerja seperti

- disebutkan point 3, terikat pada KKB karena Undang-Undang sebagaimana

dijelaskan dalam penjelasan pasal 7 'Undang-Undax‘lg' Nomor 21 Tahun 1954,
ketentuan tersebut dimaksudkan sebagaai upaya mencegah seorang pekerja yang
telah keluar dari keanggotaan serikat pekerja, yang bermaksud menghindarkan
diri dari kewajiban-kewajiban yang berlaku baginya sebagaimana diatur
dalam KKB.

Dengan penyelenggaraan KKB tersebut diharapkan muncul suatu jaminan
akan hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun pengusaha dengan lebih jelas
dan tegas sehingga masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya tidak akan

menimbulkan suatu pertentangan kepentingan maupun tindakan kesewenang-
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wenangan, selanjutnya akan muncul ketenangan kerja bagi pekerja dan
kelangsungan usaha bagi pengusaha sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu
kepastian dan perlindungan hukum bagi pengusaha maupun pekerja.

Pada dasarnya setiap pekerja yang melakukan suatu pekerjaan, tujuaannya
adalah untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Posisi pekerja yang rata-rata
berasal dari golongan kurang mampu senantiasa mengantungkan harapannya pada
penghasilan yang diperoleh dari melakukan pekerjaan, yang boleh dibilang minim
atau pas-pasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Setiap pekerja
selalu mendambakan suatu kehidupan yang layak, apalagi dalam menghadapi
berbagai resiko yang ditemukan dalam menjalankan tugasnya dengan demikian
kesinambungan penghasilan merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja
dalam upaya membiayai berbagai kebutuhan keluarganya.

Dalam banyak hal, majikan atau pengusaha memandang pekerja sebagai
faktor produksi semata-mata, bukan sebagai manusia pribadi, sosok yang
mempunyai harkat dan martabat, hak-hak serta kewajiban yang harus dilindungi
dengan' sebaik-baiknya sebagai aset perusahaan dalam rangka pengembangannya.®
Kepedulian dan rasa tanggung jawab dari majikan (pemberi kerja) terhadap
pekerja yang béi(erja pada perusahaan dapat dilihat dari tersedianya berbagai
fasilitas penunjang secara memadai, baik secara fisik maupun non fisik, seperti
upaya pengadaan peralatan pengaman atau upaya meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan para pekerja. Bahwa pekerjan bukan objek atau faktor produksi

semata-mata tetapi adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat, hak-hak

& R. Indiarsoro, dan M.J. Saptenno, Hukum Perburuhan, cet. I, Karunia, Surabaya, 1996, h.47.
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serta kewajiban yang perlu diperhatikan dan dilindungi dengan sebaik-baiknya
yang sesual dengan prinsip yang terkandung dalam ketentuan pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.”

Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha
untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan
meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan manusia. Oleh karenanya
pengembangan masalah ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja di
Indonesia mutlak diperlukan mengingat bidang ini sangat menentukan
keberhasilan pembangunan dalam segala segi.’

Berbicara mengenai resiko kerja, kehidupan pekerja tidak berbeda dengan
orang lain, yang setiap saat akan ditunpa berbagai risiko atau peristiwa, baik
sengaja maupun tidak. Menghadapi resiko itu, maka orang mulai memikirkan
berbagai cara untuk melindungi atau dengan kata lain upaya untuk menanggulangi
akibat dari resiko yang menimna seseorang atau sekelompok orang. Sehubungan
dengan itu, dalam dunia ketenagakerjaan dikembangkan cara penanggulangan
sebagai upaya untuk melindungi pekerja, cara yang sekarang ini dipraktekkan
adalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja.]0 Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebenamya
secara spesifik berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dimana pekerja yang

bekerja pada majikan di perusahaan—perusahaan (pabrik-pabrik) seringkali harus

 Lanny Ramly, Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, cet.l, Airlangga University Press,
Surabaya, 1997, h.1.

19 R Indiarsoro, dan M.J. Saptenno, op.cit.,h. 45.
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menghadapi berbagai resiko yang datang secara tiba-tiba, tanpa diketahui secara
pasti misalnya kecelakaan kerja, sakit atau resiko yang secara alami harus terjadi
yaitu karena lanjut usia (hari tua), hamil dan kematian.'' Sebagaimana diatur
dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang menyatakan
bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja diselenggarakan
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya dilaksanakan dengan
mekanisme asuransi.

Adapun ruang lingkup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur
secara jelas dalam pasal 6 Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, yaitu :

a. Jaminan kecelakaan kerja ;
b. Jaminan kematian;

Jaminan hari tua;

a o

. Jaminan pemeliharaan kesehatan."

Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menciptakan sistim Hubungan
Industrial Pancasila sebagai jawaban atas berbagz;i masalah ketenagakerjaan di
Ir;donesia dan dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia
yang menekankan asas kemitraan dan kesamaan kepentingan, apalagi dengan
diselenggarakannya KKB sebagai sarana pelaksanaan Hubungan Industrial
Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum pada pekerja, dimana dengan
diselenggarakannya KKB diharapkan akan tercipta ketenangan kerja dan jaminan

kepastian akan hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pekerja maupun

1 1bid., h.35.

12 Lanny Ramly, op.cit., h.2.
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pengusaha sehingga tidak akan timbul tindakan sewenang-wenang terhadap salah
satu pihak, namun pada prakteknya masih saja dijumpai perselisihan perburuhan
yang melibatkan pihak perusahaan dalam hal ini pengusaha dengan pihak pekerja.
Seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini, maraknya demonstrasi besar-besaran
yang dilakukan oleh para pekerja yang kebanyakan dilatarbelakangi tuntutan
akan hak-hak pekeria yang kurang diperhatikan pihak pengusaha. Oleh karena itu
perlu diketahui secara pasti sampai sejauhmana pelaksanaan KKB, yang
merupakan sarana pelaksanaan sistim hubungan industrial pancasila, dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh KKB dalam memberikan
perlindungan hukum bagi para pekerja, khususnya di bidang keselamatan kerja,
maka penulis menyusun beberapa permasalahan sebagai berikut :

i. Bagaimana Kesepakatan Kerja Bersama dapat memberikan perlindungan
hukum dalam bidang keselamatan kerja ?
2. Upaya apakah yang dilakukan pthak perusahaan dalam rangka pelaksanaan

perlindungan keselamatan kerja ?

2. Penjelasan Judul
Judul dari skripsi ini tersusun sebagai berikut :
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI BIDANG

KESELAMATAN KERJA PADA PT. NESTLE INDONESIA WARU-

SIDOARJO”. Berikut akan diuraikan maksud dari judul tersebut.
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Mengenai pengertian perlindungan hukum, Philipus Mandiri Hadjon,
berpendapat bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada
dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yaitu kekuasaan pemerintah dan
kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah,
permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap
pemerintah (yang memerintah), dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi,
perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si
kuat (ckonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha,
perlindungan bagi penggarap tanah terhadap pemilik (tuan tanah)."® Perlindungan
hukum di Indonesia adalah suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak,
harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila, yang berintikan
keadilan dan kebenaran, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Mengenai pengertian pekerja, masih terdapat beberapa peristilahan
mengenai pekerja, misalnya ada yang menyebut buruh, tenaga kerja, karyawan
atau pegawai. Namun dapat dipahami bahwa maksud dari peristilahan tersebut
adalah satu yaitu orang yang bekerja pada orang lain dan mendapatkan upah
sebagai imbalannya.'’ Pengertian pekerja pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Ketenagakerjaan pada pasal
1 menyatakan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan

pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan

13 p M Hadjon, Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila, makalah disampaikan pada
simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum dalam rangka Dies Natalis Xv/
Lustrum VII Universitas Airlangga 3 september 1994.

4 Darwan Prints, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Cira Aditya Bakti, Bandung, 1994,
h. 22.
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barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1
angka 3 menyatakan bahwa :

“Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada
pengusaha dengan menerima upah”

Jadi yang dimaksud perlindungan hukum bagi pekerja adalah perlindungan
bagi para pekerja yang mempunyai kedudukan yang lemah secara ekonomi
terhadap pengusaha yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih kuat, agar
diperoleh kepastian hukum mengenai  hak-hak pekerja sesuai harkat dan
martabatnya, sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tujuan dalam sistim hubungan
industrial pancasila di Indonesia. Perlindungan terhadap pekerja diberikan dengan
jalan memberikan tuntunan, peningkatan pengakuan hak-hak asasi manusia,
perlindungan fisik dan teknis dengan penyediaan berbagai fasilitas penunjang
berupa pengadaan alat-alat pengaman bagi pekerja dalam menjalankan tugasnya,
serta perlindungan sosial ekonomi baik melalui peraturan perundang-undangan
maupun norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kerjanya. |

Keselamatan mempunyai arti perihal (keadaan dan sebagainya) sclamat,
kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya Kata keselamatan itu sendiri berasal
dari kata dasar selamat yaang bermakna terpelihara dari bencana (lalu berarti:
terhindar dari bahaya, aman sentosa, sejahtgra, tak kurang suatu apa, sehat tidak
mendapat gangguan, kerusakan dan sebagainya, Benmtung, tercapai maksudnya,
tidak gagal). Sedangkan kata kerja sendiri mempunyai arti perbuatan melakukan

sesuatu, sesuatu yang dilakukan (diperbuat). Jadi secara terminologi, istilah
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keselamatan kerja mempunyai arti segala tindakan, upaya dan persyaratan yang
dilakukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya bencana bahaya yang
dapat menimbulkan kecelakaan atau gangguan kesehatan dalam melakukan suatu
pekerjaan.15

PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo adalah tempat penulis melakukan
penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi
ini. Berikut akan diuraikan sekilas pandang mengenai PT. Nestle Indonesia yang
berkedudukan di Waru — Sidoarjo, PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo
merupakan pabrik pertama yang hanya mempergunakan susu segar untuk bahan
memproduksi susu bubuknya. Dengan teknologi Nestle yang terdiri atas mesin-
mesin berteknologi terbaru menjadikan PT. Nestle Indonesia di Waru — Sidoarjo
menjadi pabrik pengelola susu paling efisien di Indonesia. Produk-produk
PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo adalah susu bubuk kedelat BONUS, MILO,
DANCOW, TWIN, Bubur Nestle Milkmaid dan Carnation. Produk-produk
tersebut dipasarkan keseluruh negara-negara Asean. Jumlah tenaga kerja yang
bekerja pada PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo yang bukan staff adalah 550
orang yang terdiri dari pekerja tetap berjumlah 390 orang, pekerja kontrak
berjumlah 67 orang dan pekerja harian berjumlah 93 orang. -

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka secara keseluruhan
maksud dari judul skripsi ini adalah bagaimana para pekerja pada PT. Nestle
Indonesia Waru-Sidoarjo mendapatkan perlindungan hukum di bidang

keselamatan kerja baik melalui KKB maupun Peraturan Perundang-Undangan

15 w. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. V, Jakarta, 1976, h. 630.
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yang terkait. Perlindungan hukum ini menyangkut upaya-upaya pencegahan

maupun penanggulangan peristiwa atau kejadian yang dapat mengancam

keselamatan pekerja, sebagai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-

hak, harkat dan martabat para pekerja yang bersumber pada pancasila.

3. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul PERLINDUNGAN

HUKUM BAGI PEKERJA DI BIDANG KESELAMATAN KERJA PADA

PT.

1.

w

SKRIPSI

NESTLE INDONESIA WARU — SIDOARJO adalah sebagai berikut :

Penulis tertarik untuk " mengetahui  sejauhmana Peraturan Perundang-
Undangan serta KKB dapat memberikan perlindungan hukum bagi pekerja
pada PT. NESTLE WARU di bidang keselamatan kerja.

Penulis ingin mengetahui tindakan yang dilakukan PT. NESTLE WARU,
menyangkut upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan resiko kerja, yang
dihadapi oleh para pekerja, mengenai resiko-resiko yang dapat mengancam
keselamatan para pekerja.

Akhir-akhir ini banyak bermunculan ma.salah-masalah yang berkaitan dengan
hubungan industrial yang berupa aksi mogok kerja dan protes dari para
pekerja kepada pihak perusahaan, hal ini menimbulkan pertanyaan dalam
benak penulis mengenai program hubungan industrial pancasila yang
didengungkan pemerintah orde baru, khususnya mengenai pelaksanaan KKB

oleh para pihak.
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4. Kedudukan pekerja yang lemah secara ekonomi dibandingkan dengan para
pengusaha, yang oleh karena itu memungkinkan terjadinya tindakan
sewenang-wenang terhadap pekerja, terutama yang berkaitan dengan syarat

kerja yang seringkali merugikan pihak pekerja.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan akademis dan
praktis, maksud dari tujuan akademis adalah untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Airlangga. Sedangkan tujuan
praktis adalah memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi Hukum
Perburuhan dan masyarakat umumnya serta para pekerja pada khususnya, yang
berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja melalui penyelenggaraan

KKB terutama di bidang keselamatan kerja.

5. Metode
a. Pendekatan Masaiah

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan pendekatan secara
yuridis sosiologis, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah pendekatan
terhadap suatu permasalahan yang menjadi objek penulisan skripsi ini berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang terkait maupun pendapat-pendapat para ahli

di bidang ilmu hukum, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan

dengan cara meneliti secara langsung di lapangan guna memperoleh berbagai

fakta (data empiris) yang kemudian akan dikomparasikan dengan ketentuan-

~ ketentuan yang ada.
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b. Sumber Data
Data-data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui
dua cara yaitu :

1. Field Research adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan
melalui penelitian terhadap objek permasalahan secara langsung melalui
pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan KKB pada PT. Nestle
Indonesia Waru — Sidoarjo.

2. Library Research adalah data yang diperoleh dari studi pustaka melalui
literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan mengenai KKB maupun

keselamatan kerja.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Sumber data untuk penulisan skripsi ini yang telah diperoleh, baik dari
field research maupun dari library research dikumpulkan kemudian diseleksi dan
dianalisa untuk memperoleh jawaban atas permasalahan skripsi ini sehingga

diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini
penulis menggunakan metode deskriptif komperatif, yang dimaksud dengan
metode deskriptif adalah metode yang memusatkan diri pada pénguraian
permasalahan, pemaparan, penafsiran dan dianalisa sehingga‘ akan menghasilkan

kesimpulan yang berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Sedangkan yang dimaksud dengan metode komperatif yaitu suatu metode yang
membandingkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan dengan praktek
penyelenggaraan KKB pada PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo yang

menyangkut bidang keselamatan kerja.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Guna memudahkan pembaca memahami tulisan ini, maka dalam penulisan
skripsi ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Dalam Bab I yang merupakan bab pendahuluan, mula-mula akan diuraikan
tentang latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong timbulnya
permasalahan, pemilihan dan perumusan masalah yang menjadi objek penulisan,
kemudian akan dijelaskan pula mengenai judul skripsi ini, alasan pemilihan judul,
tujuan pemilihan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika sehingga
diharapkan akan mempermudah pemahaman terhadap semua permasalahan yang
akan dibahas dalam skripsi ini.

Selanjutnya dalam Bab II yang merupakan jawaban dari permasalahan
pertama, akan dibahas mengenai pengaturan keselamatan kerja dalam KKB PT.
Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo maupun peraturan perundang-undangan yang
terkait. Pembahasan permasalahan ini meliputi : pengertian keselamatan kerja dan
ruang lingkupnya serta hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan
kerja, syarat-syarat keselamatan kerja, serta hak-hak dan kewajiban pekerja
dibidang keselamatan kerja. |

Dalam Bab IIl yang merupakan jawaban permasalahan kedua, penulis

akan membahas jawaban pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja yang
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dilakukan PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo, menyangkut upaya-upaya
pencegahan dan penanggulangan bila terjadi peristiwa yang dapat mengancam
keselamatan pekerja, berkaitan dengan bentuk dan jenis perlindungan keselamatan
kerja, beserta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan
keselamatan kerja.

Akhirnya dalam Bab IV sebagai bab penutup penulis akan menguraikan
mengenal kesimpulan atas semua jawaban permasalahan yang telah dibahas
dalam Bab II sampai dengan Bab III dan saran-saran yang mungkin bisa
bermanfaat sebagai masukan bagi penyelenggaraan KKB khususnya di bidang

keslematan kerja baik bagi pembaca, para pekerja maupun para pengusaha.
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BAB 11

PENGATURAN KESELAMATAN KERJA

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keselamatan Kerja
Dalam ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara yang mengatur mengenai tenaga kerja, ditegaskan bahwa
perlindungan tenaga kerja meliputi hak berserikat dan berunding bersama,
keselamatan dan kesehatan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup
jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan
dan jaminan kematian. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.
14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, pasal 9

yang menyatakan bahwa :

"Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan
kesehatan serta kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang

sesuai dengan martabat manusia dan moral agama".
Untuk selanjutnya diatur pula dalam ketentuan pasal 108 Undang-Undang Nomeor

25 tahun 1997 teniang ketenagakerjaan, yang menyatakan :
1. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan

Z.tali.e:selamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan
_c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
nilai-nilai agama.

Sebagai upaya melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerja dibidang
keselamatan kerja pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun

1970 tentang keselamatan kerja, yang hingga saat ini ketentuan tersebut tetap

23
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diberlakukan hal tersebut nampak dalam penjelasan umum Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1997, dimana kandungan materinya mencakup masalah
kesehatan kerja, keselamatan kerja dan tempat kerja.

Secara teminologis istilah keselamatan kerja mengandung arti segala
tindakan : upaya dan persyaratan yang dilakukan untuk menghindari atau
mencegah terjadinya bencana bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan atau
gangguan xesehatan dalam melakukan sesuatu perbuatan pekerjaan.'® Oleh karena
pengertian keselamatan kerja hanya didasarkan pada pengertian-pengertian yang
dikemukakan oleh para sarjana pakar hukum perburuhan :

Menurut Soepomo pengertian keselamatan kerja adalah :
Dilihat dari segi perlindungan kerja lebih condong digunakan istilah
keamanan kerja yang artinya buruh yang melakukan pekerjaan dengan

mengglgnakan alat mesin atau bahan yang berbahaya dapat bekerja dengan
aman.

Sedangkan Soejono, mengemukakan bahwa :

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan
keselamatan tempat kerja, lingkungan dan cara-cara melakukan pekerjaan. 18

Lebih lanjut Mahmud Muhammad mengemukakan bahwa :

Keselamatan kerja adalah keharusan melakukan pencegahan kecelakaan
guna perlindungan dan kesehatan kerja sekaligus pengamanan sumber-
sumber lainnya agar dicapai peningkatan produktivitas perusahaan secara
menyeluruh.’

16 W J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 892.

17 fmam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1986, h. 8.
18 Soejono, Petunjuk Praktis Keselamatan Kerja, Sinar Baru, Sandung, 1991, h. 1.

19 Mahmud Muhammad, Hukum Perburuan Undang-Undang dan Peraturan, PT. Rajawali, Jakarta,
1991, h. 11
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Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan
sebagal 1lmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah
kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja.”’
Keselamatan dan kesehatan kerja tersebut harus diterapkan dan dilaksanakan
disetiap tempat kerja (perusahaan). tempat kerja adalah setiap tempat yang
didalamnya terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Ade_mya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha

2. Z);;?lly;a sumber bahaya ;

3. Adanya tenaga kerja yang bekerja didalamnya, baik secara terus menerus

maupun hanya sewaktu-waktu.*’

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan
kerja, Pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa yang diatur dalam Undang-Undang ini
adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik didaratan, didalam
tanah, dipermukaan air, didalam air, yang berada didalam wilayah kekuasaan
hukum Republik Indonesia. -

Dari pengertian-pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang
telah dikemukakan diatas, nampak bahwa perlindungan keselamatan kerja
diarabkan pada upaya-upaya menghindari atau mencegah serta menanggulangi
resiko-resiko akibat kerja. berbicara mengenai risiko kerja kehidupan pekerja
dalam menjalankan pekerjaannya tidak terlepas dari adanya ancaman peristiwa
atau kejadian yang dapat membahayakan jiwanya baik disengaja maupun tidak.

Risiko kerja ini mencakup resiko terhadap kecelakaan kerja dan resiko penyakit

2 Sedjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenaga Kerjaan, di Indonesia, Cetakan II, Rineka
Cipta, Jakarta, 1995, h. 83

21 M

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ... PUDIO YUNANTO WIDIAS



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ... PUDIO YUNANTO WIDIAS



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

akibat kerja yang dapat menimpa pekerja dalam menjalankan pekerjaan sehari-
hari.

Mengenai kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi ditempat kerja
atau yang dikenal dengan istilah kecelakaan industri secara umum dapat
diartikan : Suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang
mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas.*

Lebih lanjut Sedjun H. Manulang, membagi penyebab terjadinya kecelakaan
industri atau kecelakaan kerja dalam 4 (empat) faktor yaitu :
1. Faktor manusianya
Misalnya karena kurangnya ketrampilan atau kurangnya pengetahuan, salah
penempatannya misalnya si tenaga kerja Iulusan STM akan tetapi ditempatkan
dibagian tata usaha.
2. Faktor materialnya / bahannya / peralatannya.
Misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih
murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan
kecelakaan.
3. Faktor bahaya / sumber bahaya, ada dua sebab :
a. Perbuatan berbahaya
Misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan/kelesuan, sikap kerja

yang tidak sempurna dan sebagainya.

22 1bid, h. 87.
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Kondisi / Keadaan berbahaya
Yiatu keadaan yang tidak aman dari mesin / peralatan-peralatan,

lingkungan proses, sifat pekerjaan.

4. Faktor yang dihadapi

Misalnya kurangnya pemeliharaan / perawatan mesin-mesin/peralatan sehingga

tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Sedangkan sumber-sumber bahaya bagi kesehatan pekerja, adalah :

1. Faktor phisik, yang dapat berupa :

a.

b.

C.

J-

Suara yang terlalu bising

Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
Penerangan yang kurang memadai ;

Ventilasi yang kurang memadai ;

Radiasi ;

Getaran mekanis ;

Tekanan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah ;
Bau-bauvan ditempat kerja ;

Kelembaban udara ;

Dan lain-lain.

2. Faktor kimia, yang dapat berupa :

a.

b.

C.

SKRIPSI

Gas/uap;
Cairan ;

Debu-debuan ;
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d. Butiran kristal dan bentuk-bentuk lain ;
e. Bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat racun ;
3. Faktor biologis yang dapat berupa :
a. Bakteri dan virus ;
b. Jamur, cacing dan serangga ;
¢. Tumbuh-tumbuhan dan lain-lain yang hidup atau timbul dalam lingkungan
tempat kerja.
4. Faktor faal, yang dapat berupa :
a. Kerja yang terpaksa atau dipaksakan yang tidak sesuai dengan
kemampuan ;
b. Suasana kerja yang tidak menyenangkan
c. Pikiran yang senantiasa tertekan terutama karena sikap atasn atau teman
sepekerja yang tidak sesuai ;
d. Pekerjaan yang cenderung lebih mudah menimbulkan kecelakaan ;
e. Dan lain-lain.
Dari uraian tersebut diatas, nampak bahwa prinsip perlindungan terhadap
resiko-resiko kerja bagi pekerja terdiri atas :
1. Perlindungan keselamatan kerja yang bersifat preventif
2. Perlindungan keselamatan kerja yang bersifat represif
Prinsip perlindungan keselamatan kerja yang bersifat preventif, menitik beratkan
pada usaha-usaha mencegah dan menguré.ngi kemungkinan terjadinya resiko-

resiko kerja, sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
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tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 ayat 1 huruf a dinyatakan bahwa keselamatan
kerja bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja.
Usaha untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja
pada banyak hal, antara lain: tersedianya perlengkapan keselamatan kerja, kondisi
lingkungan kerja, metode kerja yang baik, maupun kondisi fisik dan moril dari
pekerja yang bersangkutan dimana hal ini merupakan salah satu faktor penunjang
yang penting berkaitan dengan masalah keselamatan kerja mengingat dengan
kondisi pekerja yang optimal akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas
perusahaan disamping itu dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja. kondisi ini dapat tercapai dengan pengaturan waktu kerja
dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang beriaku di
perusahaan yang bersangkutan. Pada dasarnya mengenai waktu kerja menurut
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 pasal 10 dinyatakan bahwa seorang pekerja
tidak boleh menjalankan suatu pekerjaan lebih dari 7 (tujuh) jam sehari atau 40
jam seminggu. Namun dalam perkembangannya saat ini banyak perusahaan yang
memberlakukan ketentuan 8 (delapan) jam sehari dengan 5 (lima) harn kerja
seminggu, didasari oleh keinginan pengusaha untuk lebih mengefisienkan potensi
kerja para pekerja disamping untuk mengurangi biaya pengeluaran yang
ditanggung cleh perusahaan, sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor Per-6/Men/1993 tentang waktu kerja 5 (lima) hari seminggu,
8 (delapan) jam sehari pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan :

(1) penyimpangan dari ketentuan pasal 10 ayat 1 kalimat pertama

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 pengusaha dapat memberlakukan
waktu kerja 5 hari seminggu 8 jam sehari.
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Bila dibandingkan dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-
6/Men/1993 maka dalam Ketentuan Undang-Undang nomor 25 tahun1997 tentang
Ketenagakerjaan, mengenai waktu kerja diatur lebih lengkap, dimana pada pasal
100 ayat 2 dinyatakan bahwa :

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
a. Waktu kerja siang hari
a.l. 7 (Tujuh) jam I (satw) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satw)
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau;
a.2. 8 (Delapan) jam I (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
b. Waktu kerja malam hari
b.1. 6 (Enam) jam I (satw) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam I (satu)
minggu untuk 6 ( enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
atau;
b.2. 7 (Tujuh) jam 1 (satw) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Pembatasan waktu kerja ini bertujuan agar pengusaha tidak mengeksploitasi
tenaga pekerja sebab hal tersebut dapat berdampak negatif baik bagi pekerja
maupun kinerja perusahaan itu sendiri, yaitu :
1. Bagi pekerja
Bila tenaga pekerja terkuras maka kegairahan dan mental kerja akan menurun
atau bahkan akan hilang, dalam keadaan demikian kesehatan pekerja akan
terganggu atau pekerja akan mengalami kejenuhan dan kelesuan sehingga
dalam melakukan pekerjaannya tidak optimal dan efisien serta akan
memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
2. Bagi perusahaan
Keadaan pekerja yang terkuras tenaganya akan berdampak pada hasil-hasil
produk yang tidak sesuai standar produksi karena akan terjadi penurunan
kualitas maupunkuantitas produk yang dihasilkan sehingga akan merugikan

perusahaan.
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Untuk menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran akan waktu kerja
maka dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-6/Men/1993 tentang
ketentuan waktu kerja 5 (lima) hari seminggu, 8 (delapan) jam sehari pada pasal 3
dinyatakan :

" Bagi perusahaan yang memberlakukan waktu kerja 5 hari seminggu, 8 jam
sehari wajib menuangkan ketentuan tersebut secara tertulis dalam
kesepakatan kerja bersama, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja."

Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, mengenai penetuan waktu
kerja PT. Nestle Indonesia Waru menuangkannya dalam KKB yaitu pada pasal 12
ayat 1, yang menyatakan :

" Pada dasarnya jumlah hari kerja seminggu adalah 5 (lima) hari.

Jumlah jam kerja tidak melebihi 8 (delapan) jam sehari dan/atau 40 (empat
puluh) jam seminggu."

PT. Nestle Indonesia Waru merupakan perusahaan berskala nasional yang
memiliki target produksi yang sangat besar sehingga proses produksinya harus
dilakukan terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam. Agar tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta untuk
mengoptimalkan proses produksi, maka PT. Nestle Indonesia Waru mengadakan
sistim kerja dinas beregu atau shift dalam mencapai target produksinya.
Pelaksanaan kerja beregu tersebut diatur dalam KKB pada pasal 12 ayat 2 dan
ayat 4, yang menyatakan :

(2) Serikat Pekerja mengakui hak pengusaha untuk mengatur hari kerja, jam
kerja serta dinas regu bagi para pekerja.

(4) Dinas beregu bekerja tidak melebihi 8 (delapan) jam sehari dan/atau 40
(empat puluh) jam seminggu dan diatur menurut rotasi dinas regu.

Jadi pengaturan mengenai kerja beregu pada PT. Nestle Indonesia Waru tetap

berpedoman pada ketentuan S (lima) hari kerja, 8 (delapan) jam sehari dan 40
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(empat puluh) jam seminggu, hal tersebut terlihat pada ketentuan KKB pasal 12
ayat 3 mengenai jam kantor dan jam dinas beregu, yaitu :

(3) a. Jam kerja yang berlaku bagi pekerja kantor yang tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi adalah 8 (delapan) jam perhari,
tidak termasuk 30 menit istirahat.

b. Jam kerja dinas regu adalah sebagai berikut:
-1 : 06:00 - 14:00 (termasuk 30 menit istirahat)
-1 : 14:00 - 22:00 (termasuk 30 menit istirahat)
-JII : 22:00 - 06:00 (termasuk 30 menit istirahat)
Dalam penerapan kerja beregu PT. Nestle Indonesia Waru mempunyai komitmen
bahwa pekerja wanita tidak diletakkan pada shift III untuk menghindari hal-hal
yang tidak diinginkan serta untuk menjaga harkat dan martabat kewanitaannya.
Dari uraian tersebut diatas nampak bahwa pengaturan rotasi kerja dinas regu
PT. Nestle Indonesia Waru tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12
tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
RI Nomor Per-6/Men/1993 tentang waktu kerja 5 (lima) hari seminggu, 8
(delapan) jam sehari.
Bila dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun
1997 tentang Ketenagakerjaan, pengaturan waktu kerja siang hari pada PT. Nestle
Indonesia Waru telah sesuai dengan waktu kerja yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 tahun 1997. Sedangkan untuk waktu kerja malam hari
PT. Nestle Indonesia Waru terdapat penyimpangan dimana waktu kerja malam
hari ditentukan sama dengan waktu kerja siang hari yaitu 8 (delapan) jam sehari
dan 40 jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu sedangkan pada
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 ditentukan bahwa waktu kerja malam hari

adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 35 jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam
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seminggu. Namun apabila dicermati lebih lanjut dalam KKB PT. Nestle Indonesia
Waru pasal 12 ayat 4 akan didapati suatu pengaturan waktu kerja malam hart
sebagai pengecualian bagi yang bekerja 5 (lima) hari terus-menerus dalam shift III
(malam hari) karena rotasi dinas regunya akan mendapat upah lembur dihitung
setengah jam perhari dan memperoleh subsidi dinas regu shift I1.

Dari hasil interview dengan pihak manajemen PT. Nestle Indonesia Waru
diperoleh keterangan mengenai latar belakang tetap diberlakukannya ketentuan
waktu kerja malam hari 8 (delapan) jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja seminggu
bagi pekerja yang terkena rotasi dinas regu shift 1Il (malam hari) dimana hal
tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekosongan
waktu kerja dengan konsekuensi pihak perusahaan membayar upah lembur dan
subsidi dinas regu bagi pekerja yang bekerja pada shift III, selain itu untuk
mencegah terjadinya kerugian yang bisa dialami perusahaan dalam proses
produksi mengingat kapasitas mesin produksi yang dimiliki pihak PT. Nestle
Indonesia Waru sangat besar sehingga bila proses produksi berhenti dalam
hitungan menit apalagi dalam hitunéan jam sudah dapat dip&kirakan jumlah
kerugian yang harus diderita pihak perusahaan. |

Mengenai pengaturan waktu istirahat yané 'ada pada PT. Nestle Indonesia
Waru-Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam KKB telah sesuai dengan Ketentuan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 pasal 102 ayat 2 huruf a yang menyatakan
bahwa :

"(2) a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam

setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu
istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja."
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Agar pekerja tidak mengalami kejenuhan dalam bekerja maka menurut
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948 pasal 14 dinyatakan bahwa kepada pekerja
yang telah bekerja pada perusahaan paling sedikitnya 1 tahun, kepadanya harus
diberikan ijin untuk beristirahat dengan memperoleh gaji penuh minimal 2 (dua)
minggu dan bagi pekerja yang telah bekerja pada perusahaan selama 6 tahun
secara berturut-turut berhak memperoleh istirahat yang lebih lama sesuai dengan
kebijaksanaan pengusaha.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997
tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai waktu istirahat dan cuti tahunan
pada pasal 102 ayat 2 dan 3 menyebutkan :

(2) Waktu isrirahat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam
setelah bekerja terus-menerus selama 4 (empat) jam terus-menerus
dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

b. Istirahat mingguan, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari untuk 6
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5
(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

c. Istirahat tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh)
hari kerja uniuk 5 (Iima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, setelah
pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan
secara terus-menerus;

d. Istirahat sepatutnya untuk menjaiankan kewagjiban  atau
menunaikan ibadah menurut agamanya.

(3) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c .
pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja
dan pengusaha.

Pengaturan istirahat mingguan pada PT. Nestle Indonesia Waru,
sebagaimana terlihat dalam ketentuan KKB pasal 12 mengenai hari kerja, jam
kerja dan dinas regu tampak bahwa pengaturan istirahat mingguan bagi pekerja
telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang

Ketenagakerjaan, dimana telah ditetapkan bahwa istirahat mingguan untuk 5
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(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sekurang-kurangnya adalah 2 (dua) hari.
Pengaturan cuti tahunan pada PT. Nestle Indonesia Waru diatur dalam
ketentuan KKB pasal 17 ayat 1 yang menyatakan :

(1) Semua pekerja berhak atas cuti sebagai berikut :
-Tahunke 1-5 o 12 hari kerja
-Tahun ke 6-10 ;15 hari kerja
- Tahun ke 11 keatas : 20 hari kerja

Pada pasal 18 ayat 1 dan 3 KKB PT. Nestle Indonesia Waru diatur mengenai cuti
melahirkan dan cuti haid bagi pekerja wanita yang menyatakan :

(1) semua pekerja wanita berhak atas cuti hamil tiga bulan yang diambil
satu setengah bulan sebelum dan satu setengah bulan setelah
melahirkan berdasarkan pernyataan dari dokter perusahaan;

(3) pekerja wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan
kedua waktu haid, bila diperlukan oleh yang bersangkutan dengan
rekomendasi dokter perusahaan.

Sebagaimana telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997
tentang Ketenagakerjaan pasal 104 ayat t dan3:
(1) pekerja wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan
kedua waktu haid;
(3) pekerja wanita harus diberi istirahat selama satu bulan sebelum

saatnya menurut perhitungan dokter/bidan melahirkan anak dan dua
bulan sesudah melahirkan.

Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 pasal 104 ayat 1
dan 3 maka ketentuan KKB PT. Nestle Indonesia Waru yang mengatur mengenai
cuti melahirkan dan cuti haid pada dasarnya telah sesuai, hanya pada cuti
melahirkan yang diatur dalam KKB ditentukan bahwa cuti melahirkan adalah 3
(tiga) bulan yang diambil satu setengah sebelum dan satu setengah setelah
melahirkan sedang dalam ketentuan Undang-Undang .Nomor 25 tahun 1997
dinyatakan bahwa pemberian cuti'melahirkan adalah adalah satu bulan sebelum

dan dua bulan sesudah melahirkan.
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Pada pasal 19 ayat 1 KKB PT. Nestle Indonesia Waru diatur mengenai cuti
khusus bagi pekerja, yang menyatakan :

(1) cuti khusus yang dibayar berdasarkan pembuktian yang sah adalah
sebagai berikut :
- seorang pekerja menikah, 2 (dua) hari;
- mengkhitankan anaknya, 1 (satu) hari
- membaptiskan anaknya, 1 (satu) hari
- menikahkan anaknya, 2 (dua) hari
- keluarga meninggal dunia, 2 (dua) hari
- isteri melahirkan, 1 (satu) hari
- menunaikan ibadah agama dan lain-lain sesuai dengan PP
No.8/1981.

Pada pasal 20 KKB PT. Nestle Indonesia Waru diatur mengenai cuti sakit bagi
pekerja yang menyatakan bahwa :

Seorang pekerja yang telah menyelesaikan masa percobaannya dengan
baik, yang tidak dapat bekerja karena sakit atau kecelakaan, dengan
tunduk pada ketentuan-ketentuan tersebut kemudian berhak atas
pembayaran gaji sebagai berikut :

Pembayaran gaji penuh tiap bulan selama triwulan pertama ;

3/4 gaji, tiap bulan, selama triwulan yang kedua ;

172 gaji, tiap bulan, selama triwulan yang ketiga ;

1/4 gaji, tiap bulan, selama triwulan yang keempat.

Cuti sakit tersebut diberikan selama pekerja mengalami sakit sampai batas 12
bulan setelah itu akan dipertimbangkan bila pekerja masih dapat bekerja 1a tetap
bekerja pada PT. Nestle Indonesia Waru, bila tidak dapat bekerja kembali ia akan
diberhentikan dengan hormat.
Pada pasal 22 ayat 1 KKB PT. Nestle Indonesia Waru diatur mengenai
hari libur resmi dan libur hari raya, yang menyatakan :
(1) Semua pekerja berhak atas hari libur resmi dan hari raya sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku. Daftar hari-hari libur resmi

dan hari raya akan diumumkan dalam papan pengumuman pada tiap
permulaan tahun.
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PT. Nestle Indonesia Waru dalam memberikan libur resmi dan hari raya
berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-03/Men/1987
tentang upah bagi pekerja pada hari libur resmi. Dimana hal tersebut sesuai
dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan pada pasal 107 ayat 1 yang menyatakan :

"Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja pada hari-hari libur
resmi."

Dari uraian mengenai waktu istirahat dan cuti yang tercantum dalam KKB
PT. Nestle Indonesia Waru tampak pengaturan mengenai waktu istirahat kerja dan
cuti yang sangat lengkap menunjukan bahwa PT. Nestle Indonesia Waru begitu
memperhatikan dan menghargai tenaga dari pekerja serta tidak ingin melakukan
eksploitasi terhadap pekerjanya dengan tetap berpedoman pada Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Sedangkan mengenai prinsip perlindungan keselamatan kerja yang
bersifat represif, menitik beratkan pada penanggulangan akibat dari terjadinya
resiko-resiko kerja, dalam arti perlindungan hukumnya berupa jaminan kepastian
hak atas tunjangan atau santunan berupa uang yang baru bisa dilaksanakan setelah
adanya kejadian atau peristiwa menyangkut resiko kerja, yang menimpa pekerja.
Sebagaimana dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam
ketetapan MPR — RI No. I/MPR/1993 ditegaskan bahwa perlindungan tenaga
kerja, termasuk jaminan sosial tenaga kerja, perlu dikembangkan secara terpadu
dan bertahap dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan moneternya,

maupun sektor terkait, kondisi pemberi kerja dan kemampuan tenaga kerja.
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Selanjutnya tampak dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai tenaga kerja, pasal 10
menyebutkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja yang
mencakup :
a. Norma keselamatan kerja ;
b. Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan ;
c. Norma kerja ;
d. Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rentabilitas dalam hal kecelakaan
kena.

Dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Jamsostek
yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, pasal 3 menyebutkan :

(1)  Untuk memberikan perlindungan kepada tenagakerja diselenggarakan
program Jamsostek yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan
mekanisme asuransi.

(2) Setiap tenaga kerja berhak atas Jamsostek

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1992 persyaratan bagi pengusaha yang menjadi wajib
Jamsostek yaitu pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 10
(sepuluh) atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu
juta rupiah) sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program
Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. sebagaimana dalam KKB PT.
Nestle Indonesia Waru-Sidoarjo diatur mengenai jaminan kecelakaan kerja pada
pasal 39 ayat 7 yang menyatakan bahwa :

"ganti rugi karena kecelakaan kerja dilaksanakan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek."
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Pengertian Jamsostek menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1992 terntang
Jamsostek Pasal 1 angka 1, adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang, penggantian sebagain dari penghasilan yang hilang
atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami
oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal
dunia.

Sedangkan Sedjun H. Manulang mendefinisikan Jamsostek sebagai
jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang,
pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilannya yang
hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga
kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamii, bersalin, hari tua, meninggal dunia
dan mengganggur. 3

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dalam Pasal 6 Ayat 1
membagi ruang lingkup program Jamsostek kedalam :

1. Jaminan kecelakaan kerja
Suatu musibah atau kecelakaan kerja dan penyakit kerja dapat menimpa
setiap pekerja meskipun pekerja tersebut telah melakukan pekerjaanya dengan
hati-hati. oleh karena itu setiap pekerja harus selalu siap dan waspada dalam
menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja maupun penyakit
yang timbul akibat pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian

ataupun seluruh penghasilnnya yang diakibatkan kecelakaan kerja dan

B Ibid, h. 131
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penyakit kerja tersebut maka perlu maka perlu adanya jaminan kecelakaan
kerja.

Besarnya iuran kecelakaan kerja yang ditanggung oleh pihak pengusaha
atau perusahaan berkisar antara 0,24% sampai dengan 1,74% dari dari upah
pekerja tiap bulan dan dalam hal ini besarnya iuran juga tergantung dari jenis
usaha utama dari perusahaan yang bersangkutan. Pekerja berhak memperoleh
penggantian biaya akibat kecelakaan kerja, yang meliputi :

a. Biaya atau ongkos pengangkutan pekerja ke rumah sakit

b. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan

c. Biaya rehabilitasi yang berupa pembelian alat bantu (bila pekerja
mengalami cacat)

Disamping penggantian biaya-biaya tersebut, pekerja juga memperoleh

santunan berupa uang yang meliputi :

a. Biaya atau ongkos pengangkutan pekerja ke rumah sakit

b. Biaya pemeriksaan, pngobatan dan perawatan

c. Biaya rehabilitasi yang berupa pembelian alat bantu (bila pekerja
mengalami cacat)

Disamping penggantian biaya-biaya tersebut, pekeljé juga memperoleh

santunan berupa uang yang meliputi :

a. Santunan sementara tidak mampu bekerja

b. Santunan cacat

c. Santunan kematian
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2. Jaminan kematian
Jaminan kematian ini diberikan kepada pekerja yang meninggal dunia
bukan karena kecelakaan kerja, yang mengakibatkan terputusnya penghasilan,
guna meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Jaminan kematian
diberikan dalam bentuk suatu santunan berupa uang dan biaya pemakanan,
besarnya santunan adalah :
a. Santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,00
b. Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,00
Sedangkan pembayaran iuran jaminan kematian ditanggung oleh pihak
perusahaan sebesar 0,3% dari upah pekerja tiap bulan.
3. Jaminan Han Tua
Yang dimaksud dengan Jaminan Hari Tua adalah semacam dana
bersama (mutual fund) dimana para peserta memberikan iurannya setiap bulan
sebelum pensiun, yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk kreditur,
sehingga hasil penggelolaannya menjadi surplus dibagikan kepada peserta.?
Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang
dibayarkan sekaligus atau berkala pada saat pekerja mencapai usia pensiun
yaitu 55 tahun (lima puluh tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
besarnya iuran jaminan hari tua adalah 5,7% dibayar bersama oleh pengusaha

sebesar 3,7% dan pekerja 2% dari upah setiap bulan.

24 7ginal Arifin, Jamsostek Pilar Utama Jaminan Sosial Pelindung Pekerja dan Mitra Pengusaha
Dalam Membangun Sinergi Kerja Indonesia, Yuridika, Juli — Agustus 1996, h.53.
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4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

SKRIPSI

Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan
semangat dan produktifitas pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan
merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Jaminan pemeliharaan
kesehatan pekerja sangat penting mengingat kesehatan pekerja menjadi model
utama dalam proses produksi perusahaan disamping itu dengan jaminan
kesehatan keluarga pekerja menjadi tidak terbebani sepenuhnya dalam upaya
menjaga atau memelihara kesehatan pekerja maupun keluarganya.

Besarnya iuran yang harus ditanggung perusahaan dalam jaminan
pemeliharaan kesehatan adalah 6% dari upah pekerja yang sudah berkeluarga,
sedangkan yang masih lajang adalah 3% dari upah pekerja tiap bulan yang
berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan adalah pekerja iu sendiri
atau suami istri, bila berkeluarga dan mempunyai anak sebanyak-banyaknya 3
(tiga) orang yang maksimal berumur 21 tahun dan belum menikah atau belum
bekerja.

Berkaitan dengan upaya-upaya keselamatan kerja, Suma'mur merinci
hubungan antara keselamatan kerja dengan peningkatan produktifitas
perusahaan atas dasar bahwa :

a. Keselamatan kerja mengurangi angka kecelakaan atau menekan sekecil-
kecilnya angka kecelakaan sehingga pembiayaan atau pengeluaran dana
dapat dihindari.

b. Memelihara dan menggunakan keselamatan kerja dapat menjaga mesin

tetap produktif dan efisien
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c. Keselamatan kerja menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung
kegairahan dan kenyamanan kerja / bekerja.

d. Praktek keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan dari ketrampilan,
keduanya berjalan sejajar dan merupakan an essensial untuk melanjutkan
produksi

e. Keselamatan kerja yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan
partisipasi pengusaha dan pekerja membawa iklim keamanan dan
ketrampilan kerja.”’

Dari uraian tersebut dan juga seperti pada pokok-pokok pertimbangan di
keluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja,
maka dapat disimpulkan bahwa tujuan usaha keselamatan dan kesehatan kerja
antara lain :

‘a. Agar pekerja dan setiap orang lain yang berada ditempat kerja selalu dalam
keadaan selamat dan sehat.

b. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien

c. Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan

Dari uraian diatas tampak bahwa keselamatan dan kesehatan kerja
dipengaruly oleh banyak faktor misalnya resiko-resiko kerja, kondisi kesehatan
kerja, kondisi lingkungan kerja, syarat-syarat keselamatan kerja dan norma-norma
yang berlaku diperusahaan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Sedjun H.

manullang bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah yang

2 Suma'mur, Keselamatabn Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan, CV. Haji Mas Agung, Jakarta,
1993,
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mengandung banyak facet, misalnya : hukum ekonomi sosial.® Oleh karena
pentingnya permasalahan keselamatan kerja tersebut maka diperlukan adanya
perlindungan secara hukum, baik melalui ketentuan Undang-Undang terkait
maupun secara spesifik melalui KKB yang dibuat antara pengusaha setempat
dengan wakil-wakil dari para pekerja dimana dengan adanya ketentuan KKB
akan diperoleh suatu kejelasan pengaturan akan hak dan kewajiban masing-
masing pihak khususnya dibidang keselamatan kerja. dengan adanya kejelasan
hak dan kewajiban tersebut akan terjalin hubungan yang serasi dan yang harmonis
antar pihak-pihak yang bersangkutan disamping itu akan muncul suatu jaminan

kepastian hukum.

2. Syarat-Syarat Keselamatan Kerja
Keselamatan dapat dilaksanakan atau diwujudkan jika didukung oleh syarat-
syarat keselamatan kerja yang optimal Syarat keselamatan kerja tersebut
menyangkut penggunaan alat-alat perlengkapan keselamatan kerja, fasilitas
pemeliharaan dan perawatan kesehatan.pekerja serta pemeliharaan kondisi kerja.
Sistem pelaksaan kesehatan pekerja diselenggarakan karena melalui :
a. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja
Pemeriksaan kesehatan ini ditujukan agar pekerja benar-benar dalam kondisi
yang optimal. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan kesehatan umum secara

lengkap dengan tingkat penyakit yang diderita oleh pekerja, istri atau anak,

26 Sedjun H. Manullang, Op.Cit, h. 84
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kesegaran jasmani dan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang

dianggap perlu.

Pemeriksaan kesehatan berkala

Pemeriksaan kesehatan berkala diwaktu-waktu tertentu yang dimaksudkan

untuk mempertahankan kondisi pekerja setelah berada di lingkungan kerjanya

serta menilai kemungkinan adanya pengaruh dari suatu pekerjaan terhadap

kondisi kesehatan sendiri mungkin berkaitan dengan usaha-usaha pencegahan

penyakit kerja.

Pemeriksaan kesehatan khusus

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh khusus dari

pekerjaan tertentu terhadap pekerja tertentu pemeriksaan khusus dilakukan

pula terhadap :

1. Pekerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit kerja yang
memerlukan perawatan lebih dari dua minggu.

2. Pekerja yang berusia diatas 40 tahun atau pekerja wanita, pekerja muda
yang melakukan pekerejaan tertentu. |

3. Pekerja yang terdapat dugaan tertentu mengenai gangguan kesehatannya
dan perlu pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Mengenai kondisi kerja menurut ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf d Undang-

Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan meliputi : fasilitas,

peralatan dan lingkungan kerja.

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ... PUDIO YUNANTO WIDIAS



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ... PUDIO YUNANTO WIDIAS



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

46

Sedangkan mengenai alat-alat perlengkapan keselamatan kerja ini meliputi
alat-alat perlindungan diri dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan
(P3K).

Penentuan syarat-syarat keselamatan kerja ini selain berpedoman kepada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, harus pula diperhatikan klasifikasi
kecelakaan akibat kerja. Dalam pedoman organisasi perburuhan internasional,
terdapat klasifikasi kecelakaan akibat kerja sebagai berikut :

1. Klasifikasi, menurut jenis kecelakaan, misalnya terjatuh, tertimpa benda jatuh,
gerakan-gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus
listrik dan sebagainya.

2. Klaisfikasi menurut peﬁyebab, misalnya disebabkan oleh, alat angkut dan alat
angkat, dan peralatan lain seperti bejana bertekanan tinggi dan sebagainya.

3. Klasifikasi menurut sifat luka dan kelainan, misalnya patah tulang, dislokasi
atau keseieo, amputasi, pengaruh radiasi dan lain-lain.

4. Klasifikast menurut letak kenaikan atau luka ditubuh, misanya kepala, leher,
badan, anggota atas dan bawah tubuh dan letak lain vang tidak dapat
dimasukkan dalam klasifikasi tersebut.

Memperhatikan klasifikasi kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja yang
telah dikemukakan diatas, maka baik penyebab maupun akibat kecelakaan kerja
sepenuhnya tergantung pada sifat dan jenis perusahaan yang bersangkutan.
Persyaratan keselamatan kerja pada suatu jenis perusahaan mungkin tidak dapat

diterapkan pada perusahaan lain dan tidak semua perusahaan mempunyai risiko
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kecelakaan kerja yang sama. Demikian pula tidak semua perusahaan yang
menimbulkan kecelakaan kerja mempunyai akibat yang sama.

Setiap kecelakaan kerja yang dialami pekerja dipastikan selalu ada faktor
penyebabnya. Cara penggolongan kecelakaan kerja ditiap-tiap perusahaan
tidaklah sama persis, namun secara umum penyebab kecelakaan kerja dapat
dikategorikan dalam 2 (dua) golongan yaitu :

1. Perbuatan pekerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan kerja (unsafe
human acts), dan ;

2. Keadaan-keadaan lingkungan (perusahaan) yang tidak aman (un safe
condition)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
pada pasal 3 bab III terdapat pengaturan tentang syarat-syarat keselamatan kerja
yang meliputi :

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan ;

b. Mencegah dan mengurangi dan memada mkan kebakaran |

¢. Mencegah dan inengurangi bahaya kebakaran ;

d. Memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau
kejadian lain yang berbahaya ;

e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan ;

f. Memberikan alat perlindungan diri pada pekerja ;

g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebarkan suhu,
kelembagaan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau

radiasi, suara atau getaran
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Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik
maupun psikis ;

Memperoleh penerangan yang cukup dan memadai ;

Menyelenggarakan suhu dan udara yang baik ;

Menyelenggarakan sirkulasi udara yang cukup ;

Memelihara kebersihan, keselamatan dan kerapihar ;

Memperoleh keserasian antara pekerja, alat kerja, lingkungan, cara kerja dan
proses kerja ;

Memperlancar, mengamankan pengakutan orang, binatang, tanaman atau
barang-barang ;

Mengamankan dan memelihara jenis bangunan ;

Mengamankan, memperlancar pekerjaan bongkar muat, pembekuan dan
penyimpanan ;

Mencegah aliran listrik yang berbahaya ;

Menyesuaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerjaan yang
memiliki bahaya kecelakaan kerja yang tinggi.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja Pasal 3 atau 1 huruf 1 dinyatakan bahwa keselamatan kerja

tersebut bertujuan untuk memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban pada

tempat kerja. pengaturan mengenai masalah kebersihan, kesehatan dan ketertiban

tersebut nampak pula dalam KKB PT. Nestle Indonesia Waru Sidoarjo, dimana

dalam ketentuan pasal 36 dinyatakan bahwa :
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(1) Pekerja di pabrik diharuskan untuk mengusahakan agar dirinya selalu
bersih dan representatif (baju seragam yang bersih, potongan rambut
yang pantas dan tangan-langan selalu  harus dicuci  setelah
menggunakan kamar kecil) untuk menghindari pencemaran produk-
produk jadi.

(2) Pekerja dipabrik dilarang sama sekali untuk makan atau minum
produk-produk jadi / bahan baku dalam pabrik kecuali dikuasakan
untuk berbuat demikian selama melakukan pekerjaannya.

(3) Dilarang sama sekali untuk meludah dalam halaman dan gedung-
gedung pabrik dan dilarang merokok kecuali ditempat-tempat yang
diberi tanda "tempat merokok”

(4) Pekerja dilarang membawa makanan dan atau minuman ketempat
kerja, kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan oleh pekerja.

Dari ketentuan pasal 36 diatas, tampak dalam KKB nya PT. Nestle
Indonesia Waru Sidoarjo begitu memperhatikan kebersihan dan kesehatan
didalam lingkungan pabrik dan pekerja agar produknya selalu hygienis dan steril
untuk menghindari terkontaminasi dari segala bakteri dan mencegah terjadi
penyebaran penyakit. Namun yang disayangkan oleh penulis, PT. Nestle
Indonesia waru — Sidoarjo hanya menekankan kebersihan dan kesehatan pada
produk susunya saja hal tersebut tampak pada pengaturan-pengaturan dalam buku
Pedoman Hygiene PT. Nestle Indoensia Waru, dimana pengaturan masalah
kesehatan para pekerja dalam rangka pencegahan penyakit akibat kerja kurang
diperhatikan. Dalam ketentuan KKB PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo,
didapati upaya kesehatan kerja yang bersifat preventif dan kuratif. Hal ini terlihat
dalam ketentuan pasal 23 ayat 4 yang menyatakan bahwa jaminan keschatan
mencakup pelayanan kesehatan bagi pekerjaan dan keluarganya yaitu istri pekerja
yang terdaftar di bagian personalia dan anak pekerja dari istri yang sah yang

sepenuhnya masih dibawah tanggungan dan belum kawin, yang meliputi :
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1. Biaya rawat jalan

2. Biaya rumah sakit

3. Biaya persalinan

4. Biaya penggantian kacamata

5. Perawatan gigi (pencabutan dan penambalan)

Sedangkan mengenai upaya kesehatan kerja yang bersifat preventif seperti

pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai upaya pencegahan gangguan

kesehatan para pekerja didapati pengaturannya dalam ketentuan Pasal 37 KKB

PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo :
Setiap pekerja diharuskan melakukan medical check-up sekali dalam
setahun dengan biaya sepenuhnya diianggung perusahaan. Apabila hal
tersebut tidak dilaksanakan, dan pekerja tersebut menderita sakit yang
berhubungan dengan materi check-up, maka pekerja tersebut tidak berhak
atas cuti sakit tersebut.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf a Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang menyatakan bahwa
keselamatan kerja bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya
kecelakaan kerja, dimana hal tersebut diatar pula dalam Staatsblad 1974 Nomor
208 tentang peraturan keamanan kerja pada pasal 2 mengenai usaha pengamanan
yang menjadi standard pengarﬁanan bagi pekerja pada tempat kerja. pengaturan
masalah keamanan kerja dalam KKB PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo diatur
pada pasal 38 ayat 2 yang menyatakan

(2) Semua pekerja yang bekerja dibagian-bagian produksi, tinshop (pabrik
Waru), engineering tidak diperkenankan memakai anting-anting, cincin,
gelang, jam tangan dan sebagainya. Semua benda tersebut tidak boleh

dipakai sehubungan dengan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan
tidak untuk disimpan di loker pribadi. :
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Sedangkan mengenai keselamatan kerja diatur dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2
KKB PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo yang menyatakan

(1) Pakaian kerja, tutup kepala, sepatu kerja serta kelengkapan
keselamatan kerja harus dikenakan oleh pekerja pada tempat-tempat
tertentu.

(2) Semua pekerja harus mematuhi aturan-aturan dan peraturan-peraturan
tentang keselamatan kerja yang berlaku untuk setiap bagian, seperti
yang tertuang dalam buku pedoman keselamatan kerja yang dibagikan
oleh Pengusaha.

Dari substansi ketentuan diatas terlihat bahwa antara keamanan dan keselamatan
kerja sangat erat kaitannya, dimana pelaksanaan keselamatan kerja harus
didukung oleh keamanan kerja untuk mencegah dan mengurangi terjadinya
kecelakaan kerja. sebagai pelaksanaan KKB tersebut, pihak perusahaan
menerbitkan Buku Pedoman Keselamatan Kerja PT. Nestle Indonesia waru yang
mengatur secara rinci tentang keselamatan kerja mulai dari cara melakukan
pekerjaan yang benar bagi tiap bagian, pencegahan dan pemadaman kebakaran,
pencegahan dan penanganan kecelakaan dan fasilitas pertolongan pertama pada
kecelakaan kerja, mengenai fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan diatur
dalam KKB pasal 39 ayat 3 dan ayat 5 yang menyatakan :

(3) Pengusaha menempatkan pos P3K dan juru rawat pada hari dan jam-
jam yang telah ditentukan. Diluar itu tiap bagian dilengkapi dengan
kotak P3X. Sarana angkutan dalam keadaan Daruret siap selama 24
jam, yang boleh mengemukakarn ditunjuk oleh pengusaha.

(5) RUMKITAL DR. RAMELAN dan RSUD PASURUAN ditunjuk
pengusaha untuk menangani pekerja yang memerlukan pertolongan
dengan segera. :

Dalam buku pedoman keselamatan kerja diatur bahwa setiap shift dan departemen
selalu ada tenaga P3K yang terlatih dan mengenai penempatan kotak P3K

diletakkan pada bagian :
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1. Kantor sekuriti di pintu masuk utama

2. Kantor production supervisor

3. Kantor filling

4. Kantor engineering

5. Ruang remadam kebakaran

6. Ruang standarisasi

7. Ruang ware house/gudang

8. Ruang pengepakan (packing Area) dan

9. Area produksi milk dan soyaplant

Dan apabila keadaan darurat dan tidak ada dokter yang dapat menangani maka
pekerja dibawa ke RUMKITAL DR. RAMELAN.

Dari uraian diatas nampak bahwa pengaturan masalah keamanan dan keselamatan
kerja yang diatur dalam KKB buku pedoman keselamatan kerja sudah mencukupi
sebagai usaha untuk mencegah, melindungi serta menangani permasalahan
keselamatan kerja bagi para pekerja pada PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo.
Namun demikian, pelaksanaan keselamatan kerja tersebut sangat inemerlukan
adanya partisipasi dari pekerja secara aktif dalam memasuki serta melaksanakan
segala ketentuan tentang keselamatan kerja. untuk memupuk rasa tanggung jawab
serta kedisiplinan para pekerja maka PT. Nestle Indonesia memberikan sanksi
kepada para pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan
keselamatan kerja, baik yang tertuang dalam KKB maupun Buku Pedoman

Keselamatan Kerja. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 38 ayat 4 KKB PT. Nestle

Indonesia Waru yang yang menyatakan :
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M pelanggaran ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja akan
dikenakan tindakan disiplin sampai dengan kemungkinan PHK.".

Hal tersebut dipertegas dalam buku pedoman keselamatan kerja yang menyatakan
bahwa segala pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan kerja akan ditindak
sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada tindakan kedisiplinan dalam KKB

PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo.

3. Hak dan Kewajiban Pekerja

Dalam konsep hubungan kerja, dimana terdapat dua pihak yakni buruh dan
majikan yang merupakan landasan adanya perjanjian kerja sudah tentu akan
melahirkan hak-hak dan kewajiban. Disini masing-masing pihak akan menyatakan
kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.”’

Mengenai hak, C.S.T Kansil menulis : hak dapat dibagi atas hak mutlak
dan hak nisbi. Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada
seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertimbangkan
untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertimbangkan ‘;erhadap
siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut.
Sedangkan yang dimaksud dengan hak nisbi atau hak relatif adalah hak yang
memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau berupa orang lain tertentu
yang memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.”®

Untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis dalam proses

produksi, yang merupakan tanggung jawab semua pihak, diperlukan suatu

77 R Indiarso dan MJ. Saptenno, Op.Cit, Cetakan I, CV. Karunia, Surabaya, 1996, h. 31.

28 C S.T Kansil, Pengantar Timu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan IX, Balai Pustaka,
Jakarta, 1992, h. 88
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kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara
bertanggung jawab. Sedjun H. Manulang berpendapat bahwa yang bertanggung
jawab atas keselamatan kerja ditempat kerja adalah pimpinan atau pengurus
tempat kerja/perusahaan atau pengusaha. Kewajiban pengusaha atau pimpinan
perusahaan dalam melaksanakan keselamatan kerja adalah :
1. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban :
1.1. Menunjukkan dan menjelaskan tentang :
1.1.1. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul ditempat kerja
1.1.2. Semua alat pengaman dan pelindung yang diharuskan
1.1.3. Cara dan sikap dalam melakukan pekerjaannya
1.2. Memeriksakan kesehatan baik fisik ataupun mental tenaga kerja yang
bersangkutan.
2. Terhadap tenaga kerja yang telah/sedang dipekerjakan, ia berkewajiban :

2.1. Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan
kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan
pehingkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya.

2.2. memeriksakan kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala

3. Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan
untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja.

4. Memasang gambar dan Undang-Undang keselamatan kerja serta bahan
pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai

pengawasan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
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Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran dan
penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut kepada Kantor
Departemen Tenaga Kerja setempat.

Membayar biaya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ke kantor
perbendaharaan negera setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya
oleh kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.

Mentaati semua persyaratan keselamatan dan kerja baik yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai
pengawas.”

Mengenai hak-hak pekerja, sebagai pihak yang lemah secara ekonom.

Namun mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses produksi

memerlukan suatu perlindungan guna menjamin suatu kepastian pemenuhan serta

perhatian terhadap hak-hak tersebut. hak-hak pekerja ini didasarkan atas sejumlah

kewajiban yang telah dilaksanakannya. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 25

tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, ditemukan hak-hak pekerja yaitu

1.

2.

Hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan (pasal 5)
Hak untuk mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (pasal 6)
Hak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja (pasal 27 ayat 1)

Hak mogok kerja (pasal 74)

Hak mendapatkan waktu istirahat kerja (pasal 102)

2 Sedjun H. Manulang, Op.Cit, h. 84-85.
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Hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan,
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
agama (pasal 108 ayat 1)

Hak untuk memperoleh nilai-nilai agama (pasal 109 ayat 1)

Hak untuk memperoleh Jamsostek (pasal 117 ayat 1)

Hak untuk memperoleh, meningkatkan, mengembangkan ketrampilan

dan/atau keahlian kerja melalui pelatihan kerja (Pasal 121).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terdapat

hak-hak pekerja antara lain :

1.

Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar
dilaksanakan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan di tempat
kerja/perusahaan yang bersangkutan.

Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan kerja
serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan,
kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai-pegawai dalam batas-
batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya dalam ketentuan KKB PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo

didapati beberapa hak pekerja antara lain :

1.

2.

SKRIPSI

Hak atas lingkungan kerja dan pekerjaan yang sehat dan aman

Hak untuk mendapat pembayaran upah penuh dan tepat waktu setelah
diselesaikannya kewajiban dan tanggung jawab pekerja.

Hak atas cuti dibayar dalam hal pekerja sakit, perjalanan/ibadah yang

diperintahkan agama dan disetujui oleh Negara, memenuhi kewajiban
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terhadap negara, dan juga selama haid dan melahirkan bagi pekerja wanita
sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu
istirahat, pekerja berhak untuk dapat menjalankan kewajiban menurut
agamanya.

Hak untuk menjadi anggota program jaminan sosial tenaga kerja dengan
pertanggungan sebagai mana mestinya.

Hak untuk, tanpa pengecualian apapun, mendirikan, membentuk dan
bergabung dengan serikat pekerja sesuai pilihannya sendiri bebas dari
pengaruh pihak lain, selama tujuan dan sasaran organisasi tidak bertentangan
dengan hukum maupun perjanjian dengan perusahaan.

Hak untuk mendapatkan perlakuan yahg sama, bebas diskriminasi jenis
kelamin, ras dan agama.

Hak melakukan medical check-up sekali dalam setahun dengan biaya
sepenuhnya ditanggung perusahaan.

Mengenai kewajiban, yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan hak,

sebenarnya mengandung makna dengan keharusan untuk tunduk dan patuh dalam

melaksanakan sesuatu. Antara hak dan kewejiban terdapat hubungan yang erat

karena yang satu mencerminkan yang lain. Keduanya berada dalam hubungan

timbal balik dan melekat pada subjek hukum.*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja,

tercantum beberapa kewajiban pekerja antara lain :

30 R Indiarsoro dan M.J Sapterro, Op.Cit, h.31
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1. Wajib mematuhi peraturan perusahaan

2. Wajib mematuhi perjanjian kerja

3. Wajib mematuhi perjanjian perburuhan

4. Wajib memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai,

pengawas atau ahli keselamatan kerja

L

Wajib memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan
6. Mematuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan kerja yang
diwajibkan.

Dalam ketentuan KKB PT. Nestle Indonesia Waru — Sidoarjo, terdapat

beberapa kewajiban pekerja, antara lain :

L.

SKRIPSI

Kewajiban untuk memakai pakaian kerja, tutup kepala, sepatu kerja serta
kelengkapan keselamatan kerja pada tempat-tempat tertentu.

Kewajiban mentaati peraturan-peraturan tentang keselamatan kerja yang
berlaku untuk semua bagian

Kewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan panitia pembina keselamataﬁ dan
kesehatan kerja dalam melaksanakan norma-norina keselamatan dan kesehatan
kerja.

Kewajiban mematuhi ketentuan disiplin yang berlaku di perusahaan
Kewajiban untuk mencurahkan segenap kecakapannya dalam melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh

pengusaha
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6. Kewajiban untuk berkelakuan baik di dalam maupun diluar jam kerja
7. Kewajiban menjaga dan merahasiakan hal-hal yang menyangkut urusan
perusahaan.
8. Kewajiban menjaga kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja
9. Kewajiban melaporkan setiap keadaan kerja yang kurang aman yang dapat
menyebabkan kecelakaan kerja
Dari uraian mengenai hak dan kewajiban diatas, dapat diperoleh gambaran
mengenai hal-hal yang harus dilakukan serta yang dapat diterima oleh pekerja
berkaitan dengan hak dan kewajibannya, schingga diharapkan adanya
keseimbangan pemenuhan antara hak dan kewajiban pekerja dalam melaksanakan
pekerjaannya sehari-hari. Dengan penuangan hak dan kewajiban pekerja dalafn
KKB membawa konsekuensi bahwa hak-hak yang harus dimiliki pekerja dapat
diperjuangkan pémenuhannya dengan berpegang pada isi perjanjian yang telah

disepakati secara bersama tersebut.
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PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA

1. Bentuk dan Jenis Perlindungan Keselamatan Kerja

Pelaksanaan keselamatan kerja di sini berkaitan dengan upaya-upaya yang
dilakukan PT. Nestle Indonesia Waru dalam rangka perlindungan keselamatan
kerja bagi para pekerjanya menyangkut upaya pencegahan maupun
penanggulangan resiko-resiko yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Sesuai
dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Nestle Indonesia Waru bentuk-bentuk
dan jenis perlindungan keselamatan kerja ini menyangkut pula masalah kesehatan
kerja. Bentuk dan jenis perlindungan keselamatan kerja yang diselenggarakan PT.

" Nestle Indonesia Waru untuk para pekerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sarana dan Fasilitas Keselamatan Kerja

PT. Nestle Indonesia Waru secara cuma-cuma menyediakan perlengkapan

keselamatan kerja yang wajib dipakai oleh para pekerja dalam melaksanakan

pekerjaannya sehari-hari, perlengkapan keselamatan kerja ini meliputi :

1. Pakaian kerja
Adalah pakaian yang disediakan PT. Nestle Indonesia Waru bagi seluruh
pekerjanya. Hal tersebut bertujuan agar pakaian pekerja tidak kotor terkena
bahan-bahan produksi dan untuk menjaga keamanan tubuh pekerja sebab
pakaian tersebut didesain secara khusus sesuai dengan jenis pekerjaan yang

dilakukan oleh pekerja dan pakaian kerja tersebut setiap hari akan dicuci
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agar selalu bersih dan tidak mencemari bahan-bahan baku maupun bahan
jadi serta tidak mengganggu selama proses produksi. Pakaian tersebut harus
selalu disimpan di bagian /aundry setiap pekerja akan pulang dan pakaian

tersebut tidak boleh dibawa pulang oleh pekerja.

. Sepatu kerja (safety shoes)

Adalah sepatu yang disediakan oleh PT. Nestle Indonesia Waru bagi
pekerjanya. Sepatu tersebut didesain khusus agar pemakainya terjamin
keamanan dan keselamatan pada bagian kaki. Pemakaian sepatu ini

diwajibkan bagi bagian packing area, ware house dan engineering.

. Earplugs (sumbat telinga) atau Earmuffs (penutup telinga)

Adalah penyumbat atau penutup telinga yang berguna untuk mengurangi
kebisingan akibat suara mesin agar gendang telinga pekerja tidak pecah atau

rusak.

. Pelindung wajah (safety face shield)

Adalah semacam topeng yang dikenakan oleh pekerja untuk melindungi
bagian kepala dan wajah. Pelindung wajah ini wajib dipakai oleh pekerja
pada bagian produksi yang menangani asam, kaustik atau zat kimia, dan
para pekerja bengkel (workshop)

Topi

Adalah untuk melindungi rambut dan kepala pekerja agar tidak mengganggu

saat menjalankan pekerjaan.
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6. Sarung tangan
Adalah untuk melindungi bagian tangan pekerja dan untuk menjaga agar
bahan produksi dan hasil produksi selalu bersih dan hygienis sehingga tidak
terkontaminasi oleh bakteri dan penyakit.

7. Kaca mata (goggles)
Adalah untuk melindungi bagian mata pekerja. Biasanya kaca mata ini

dipakai oleh pekerja bagian workshop.

Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada seluruh pekerja baik pekerja tetap,
pekerja kontrak maupun para pekerja harian.

Disamping fasilitas-fasilitas tersebut di atas pihak perusahaan juga memasang
gambar-gambar keselamatan kerja, tanda-tanda bahaya pada tempat-tempat
yang mempunyai resiko bahaya besar, gambar-gambar petunjuk pelaksanaan
dan pengoperasian alat-aiat produksi pada tempat-tempat yang strategis di
mana mudah untuk dilihat oleh seluruh pekerja, selain itu perusahaan
membagikan Buku Pedoman Keselamatan Kerja untuk dipelajari dan dipatuhi
oleh seluruh pekerja sehingga tidak mengalami kesalahan dalam melakukan
pekerjaan, pengoperasian alat-alat produksi dan mencegah terjadinya

kecelakaan kerja.

. Program Jamsostek

Pada PT. Nestle Indonesia Waru partisipasi dan kesadaran pekerja dalam
melaksanakan segala ketentuan keselamatan kerja éangat tinggi, hal ini terbukti
dari tidak adanya kecelakaan kerjayang terjadi sehingga oleh Departemen

Tenaga Kerja PT. Nestle Indonesia Waru diberi penghargaan sebagai
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perusahaan zero accident. Meskipun demikian agar para pekerja merasa aman
dalam melaksanakan tugasnya PT. Nestle Indonesia Waru memberikan suatu
jaminan kecelakaan kerja kepada seluruh pekerjanya. Hal tersebut tampak
dalam KKB PT. Nestle Indonesia Waru pasal 39 ayat 7 yang menyatakan

" Ganti rugi karena kecelakaan kerja dilaksanakan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jamsostek."

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas berarti PT. Nestle Indonesia Waru
mengikutkan pekerjanya dalam program jamsostek yang berkaitan dengan
kecelakaan kerja. Program Jamsostek yang diikuti oleh PT. Nestle Indonesia
'Waru adalah :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja ;

2. Jaminan Kematian.

Dari hasil wawancara dengan pekerja PT. Nestle Indonesia Wara, pekerja
merasa puas telah diikut sertakan dalam program Jamsostek dan merasa
mempunyai jaminan bila terjadi suatu peristiwa yang menyangkut resiko-resiko
kerja. |

Dengan besar tunjangan dan premi sebagai berikut :

63

PROGRAM TUNJANGAN
I. Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Biaya transport (maksimal)
a. Darat Rp. 100.000,00
b.Laut Rp. 200.000,00
¢.Udara Rp. 250.000,00

2. Santunan sementara tidak mampu | 4 bulan pertama 100% upah
kerja (STMB) 4 bulan kedua 75% upah

selanjutnya 50% upah
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3. Biaya perawatan (maksimum) rumah

sakit pemerintah kelas I

Rp. 3.000.000,00

4. Santunan cacat
a. Sebagian tetap |
b. Total tetap
1. Sekaligus
2. Berkala (2 tahun)
c. Kurang fungsi

% tabel* x 60-bulan upah

70% x 60 bulan upah

Rp. 25.000,00 / bulan

% kurang fungsi x % tabel * x 60
bulan upah

5. Santunan kematian
a. Sekaligus
b. Berkala (2 tahun)
c. Biaya pemakaman

60% x 60 bulan upah
Rp. 25.000,00 / bulan
Rp. 250.000,00

6. Penyakit akibat kerja

Meliputi 31 jenis penyakit (selama
hubungan kerja dan tiga tahun
setelah putus hubungan kerja)

I1. Jaminan Kematian
1. Santunan kematian

2. Biaya pemakaman

Rp. 1.000.000,00
Rp. 200.000,00

* Tabel pemberian tunjangan kehilangan anggota badan dalam Permenaker

Nomor Per-04/Men/1993

[uran (dalam % dari upah/bulan pekerja)

SKRIPSI

Program Besarnya Iuran
1. Jaminan Kecelakaan Kerja Pengusaha menanggung iuran
Sebesar 0,89%
2. Jaminan Kematian Pengusaha menanggung iuran
Sebesar 0,30%
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Jaminan Kesehatan Pekerja

Tentang jaminan kesehatan pekerjanya, PT. Nestle Indonesia Waru
mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan keschatan kerja, hal tesebut
tampak pada pasal 23 ayat 2 KKB PT. Nestle Indonesia Waru yang Atas
menyatakan :

(2) Atas keinginan para pekerja, maka semua pekerja diikutsertakan dalam
program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh perusahaan
sebagaimana tersebut dalam ayat 3 sampai dengan ayat 8 berikut ini.

Dengan demikian terlihat bahwa PT. Nestle Indonesia Waru
menyelenggarakan secara mandiri jaminan kesehatan kerja bagi pekerjanya dan
tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang
Pelaksanaan Program Jamsostek. Jaminan kesehatan secara mandiri
maksudnya adalah bahwa PT. Nestle Indonesia Waru menanggung semua
biaya yang telah dikeluarkan oleh pekerja selama dalam perawatan di rumah
sakit, tanpa melihat dari rumah sakit mana asalkan ada kuitansi pembayaran
yang asli dari biaya untuk rawat inap atau rawat jalan dan bersalin.

Pada paSal 23 ayat 4 dinyatakan bahwa Program Jaminan Kesehatan mencakup
pelayanan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya yaitu isteri pekerja yang
terdaftar di bagian personalia dan anak pekerja dari isteri yang sah yang
sepenuhnya masih dibawah tanggungan dan belum menikah.

Jaminan kesehatan tersebut meliputi :

Biaya rawat jalan ;

Biaya rumah sakit ;

Biaya persalinan ;

Biaya penggantian kacamata ;
Perawatan gigi (pencabutan dan penambalan).

PNV N
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Berikut ini tabel program perawatan kesehatan atau jaminan kesehatan bagi

pekerja PT. Nestle Indonesia Waru :

66

Jenis Perawatan Untuk Pekerja Untuk keluarga
Biaya Rawat Jalan
a. pemeriksaan dokter 100% 100%
perusahaan
b. pemeriksaan dokter
luar : 90% 90%
- dokter umum atau
spesialis yang
dilengkapi surat
pengantar dari
dokter perusahaan
¢. pembelian obat- 90% 90%
obatan
d. perawatan gigi 90% untuk 90% untuk
penambalan dan penambalan dan
pencabutan gigi pencabutan gigi

e. penggantian lensa

kaca mata

kaca 90% sampai
dengan maksimum
Rp.125.000,00
frame : 90%
sampai dengan
maksimum

Rp. 125.000,00

- kaca:90% sampai

dengan maksimum

Rp.125.000,00

- frame : 90%
sampai dengan
maksimum
Rp.125.000,00

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ...

PUDIO YUNANTO WIDIAS




SKRIPSI

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ...

PUDIO YUNANTO WIDIAS




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

67

Biaya Perawatan di
Rumah Sakit

a. biaya rawat inap

maksimum kelas 11

90% sampai dengan
maksimum

Rp. 50 juta pertahun

90% sampai dengan

maksimum

Rp. 2,5 juta perkasus

b. biaya persalinan

maksimum kelas 11

sama dengan rawat inap
tetapi penggantian hanya

sampai kelahiran ke-3

sama dengan rawat inap
tetapi penggantian hanya

sampai kelahiran ke-3

SKRIPSI

PT. Nestle Indonesia Waru tidak akan menanggung biaya untuk penyakit
jiwa, penyakit yang disebébkan karena pekerja menolak atau melalaikan
penyuntikan-penyuntikan imunisasi/pencacaran dan pemeriksaan lain yang
diselenggarakan oleh pengusaha, penyakit dan/atau infeksi yang disebabkab
karena kelakuan kurang baik dan/atau tidak mentaati peraturan keselamatan
kerja perusahaan yang telah ditentukan dalam Buku Pedoman Keselamatan
Kerja, sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 7 KKB PT. Nestle Indonesia
Waru. Bagi pekerja yang berada dalam masa percobaan maka program jaminan
kesehatan perusahaan ini tidak berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat
8 KKB PT. Nestle Indonesia Waru,

akan tetapi pengusaha akan

mempertimbangkan untuk memberi suatu skema pinjaman khusus untuk

perawatan/pengobatan di rumah sakit bagi isteri dan anak- pekerja dengan

permohonan tertulis dan penyerahan bukti yang sah.
Dari uraikan mengenai program jaminan kesehatan bagi pekerja di PT.
Nestle Indonesia Waru tampak bahwa pihak perusahaan begitu memperhatikan

masalah kesehatan dalam bidang perawatan atau pengobatan baik bagi pekerja
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maupun keluarganya, dimana dengan penanggungan biaya perawatan atau
pengobatan oleh perusahaan diharapkan akan meringankan beban pekerja
maupun keluarganya dalam menanggung biaya yang harus dikeluarkan selama
masa perawatan atau pengobatan tersebut.
Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Pemeriksaan kesehatan berkala ini merupakan upaya prefentif di bidang
kesehatan kerja, dimana dengan adanya pemeriksaan berkala tersebut dapat
diantisipasi sedini mungkin adanya penyakit--penyakit yang mungkin timbul
akibat adanya pengaruh dari suatu pekerjaan terhadap kondisi kesehatan
pekerja. Sebagaimana diautr dalam ketentuan KKB PT. Nestle Indonesia Waru
pasal 37 yang menyatakan :

"Setiap pekerja diharuskan melakukan medical check-up sekali dalam
setakun dengan biaya sepenuhnya ditanggung perusahaan. Apabila hal
tersebut tidak dilaksanakun dan pekerja tersebut menderita sakit yang
berhubungan dengan materi check-up, maka pekerja tersebut tidak berhak
atas cuti sakit tersebut."

Pemeriksaan kesehatan berkala ini meliputi pemeriksaan kesehatan umum
secara lengkap (general check-up) beserta riwayat penyakit yang diderita
pekerja mencakup pemeriksaan urine, ginjal, jantung, paru-paru serta
pemeriksaan lain yang dianggap perlu. Pemeriksaan kesehatan berkala setahun
sekali tersebut bertujuan agar diperoleh derajat kesehatan kerja yang optimal
sehingga kondisi kesehatan pekerja tetap terjaga serta untuk mencegah dan
melindungi pekerja dari gangguan keschatan yang disebabkan oleh kondisi
lingkungan kerja sehingga akan meningkatkan produktifitas kerja dari pekerja

yang bersangkutan. Pemeriksaan kesehatan berkala ini dapat dilakukan di
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rumah sakit yang ditunjuk oleh pengusaha dalam hal im RUMKITAL DR.
RAMELAN maupun rumah sakit lainnya dengan menyerahkan bukti
pembayaran atau kuitansi pembayaran yang sah yang akan memperoleh
penggantian biaya yang dikeluarkan pekerja oleh perusahaan.

e. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

Fasilitas P3K ini diperuntukkan sebagai upaya pertolongan pertama bagi
kecelakaan kecil yang hanya memerlukan obat-obatan ringan. Di setiap shift
dan departemen pada PT. Nestle Indonesia Waru didapati adanya tenaga P3K
terlatih yang ada di stiap bagian pabrik. Penempatan kotak P3K dan tenaga
P3K terlatih terdapat pada tempat-tempat sebagai berikut :

- Kantor sekuriti dipintu masuk utama ;
- Kantor filling ;
- Kantor engineering ;
- Ruang perangkat pemadam kebakaran (fire fighting tools) ;
- Ruang standarisasi ;
- Ruang warehouse / gudang ;
- Ruang pengepakan (packing area) ;
- Kantor pengawas produksi (production supervisor's) ;
- Area produksi (milk dan soyaplant).
' Apabila dalaﬁ; keadaan darurat dimiana tidak terdapat dokter di pabrik maka

pekerja akan dibawa ke RUMKITAL DR. RAMELAN.
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f Fasilitas Pemadam Kebakaran

Dalam upaya mengantisipasi terjadinya kebakaran pada bagian-bagian

pabrik tertentu, PT. Nestle Indonesia Waru menyediakan sarana dan fasilitas

yang dapat digunakan sebagai upaya pertama pemadaman maupun sarana

pendukung bagi proses pemadaman api yang dilakukan oleh dinas pemadam

kebakaran setempat. Fasilitas pemadam kebakaran tersebut berupa :

Fire-alarm Breaks Glass call-points (tombol darurat berlapis kaca yang
dapat dipecahkan pada saat digunakan) ;

Fire Extinguisher (tabung pemadam kebakaran) ;

Fire Hose Rels (selang pemadam) ;

Fire Hydrants (hidran) ;

Fire Exit/ Emergency Doors (pintu darurat).

Mengenai petunjuk evakuasi bila terjadi kebakaran selain ditulis pada buku

pedoman keselamatan kerja juga dipasang pada papan pengumuman khusus

mengenai pernadam kebakaran dipintu masuk pabrik beserta tempat-tempat

yang representatif pada tiap-tiap bagian dan departemen.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Keselamatan

Kerja di PT. Nestle Indonesia Waru

a. Faktor-faktor penunjang

SKRIPSI

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan perlindungan
keselamatan kerja pada PT. Nestle Indonesia Waru dapat diuraikan sebagai

berikut :
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yang tersedia baik itu berupa sarana perlindungan diri  maupun
kelengkapan alat-alat kerja yang memadai. Selanjutnya upaya
pemeliharaan alat-alat kerja merupakan faktor yang sangat penting
termasuk perhatian terhadap alat-alat perlengkapan kerja yang rusak atau
tidak layak pakai harus selalu dilaporkan kepada supervisor atau atasan
pekerja untuk segera diganti dengan yang baru, keadaan alat-alat
perlengkapan kerja yang baik dapat memperkecil risiko-risiko terjadinya
kecelakaan kerja.

Selain itu kondisi lingkungan kerja juga harus selalu diperhatikan
mengingat pemeliharaan kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja
(house keeping) erat hubungannya dengan keselamatan kerja.
Pemeliharan tersebut apabila dilaksanakan dengan baik dapat menghapus
kondisi kerja yang membahayakan dan mengurangi risiko kecelakaan di
tempat kerja. Hal ini tergantung pada kerja sama antar pekerja atau
dengan atasan pekerja, serta ketertiban dalam melakukan suatu pekerjaan

yang menjadi kewajiban masing-masing pekerja.

. Pembinaan

Faktor lain yang mendukung pelaksanaan perlindungan
keselamatan kerja adalah pembinaan yang biasanya dilakukan oleh pihak
perusahaan berupa penyuluhan-penyuluhan, latihan-latihan  yang
berkaitan dengan keterampilan kerja yang dibutuhkan. Hal tersebut
bertujuan untuk meningkatkan gairah, semangat, keterampilan dan

kemahiran pekerja di masing-masing unit kerja selain itu juga bertujuan
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untuk memupuk kesadaran dan rasa tanggung jawab pekerja atas
keselamatan diri dan lingkungannya. Dalam pembinaan ini dapat pula
digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan pekerja
mengenai metode yang benar dalam melakukan pekerjaannya, kondisi
dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja dan pengetahuan tentang
‘kelengkapan alat-alat pengaman serta alat-alat pelindung yang

diharuskan.

. Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan keselamatan kerja ini dibutuhkan
adanya suatu pengawasan, mengingat pihak-pihak yang terkait dengan
pelaksanaan keselamatan kerja ini merupakan manusia biasa yang
masing-masing pihak mempunyai kecenderungan untuk lalai atau
mengabaikan kewajibannya. Dalam rangka melaksanakan pengawasan
di bidang keselamatan kerja tersebut pada PT. Nestle Indonesia Waru
dibentuk suatu komite keselamatan kerja (safety committee) yang
bertugas selain mengawasi jalannya perlindungan keselamatan kerja
apakah sudah sesuai dengan prosedur maupun ketentuan yang berlaku di
perusahaan juga sebagai sarana aspirasi pekerja berkaitan dengan kondisi
kerja yang dapat membahayakan keselamatan pekerja. Pengawasan atas
pelaksanaan  ketentuan-ketentuan ~mengenai  keselamatan kerja
dimaksudkan agar para pengusaha dan pekerja akan selalu tunduk dan
taat dengan penuh dedikasi dan kedisiplinan menjalankan segala segala

ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di bidang
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perlindungan keselamatan kerja guna menjamin kelancaran, keamanan
dan kestabilan dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dan
para pekerjanya.
. Sanksi

Sanksi-sanksi ini dijatuhkan kepada mereka yang telah melanggar
ketentuan-ketentuan tentang keselam_atan kerja yang berlaku pada PT.
Nestle Indonesia Waru, dimana sanksi ini bersifat mendidik agar para
pekerja dengan mengetahui keberadaan sanksi bagi mereka yang
melanggar sedapat mungkin tidak akan melakukan pelanggaran terhadap
segala ketentuan mengenai keselamatan kerja dan baéi mercka yang
melanggar ketentuan tersebut dijatuhi sanksi mulai dari teguran secara
lisan, peringatan tertulis atau dirumahkan hal ini dimaksudkan agar
timbul kejeraan yang artinya diharapkan agar yang bersangkutan tidak
akan mengulangi kembali perbuatan-perbuatan tersebut, apabila sampai
terulang kembali maka akan dipertimbangkan sanksi berupa pemutusan
hubungan kerja. Keberadaan sanksi ini dalam menunjang pelaksanaan
keselamatan kerja sangatlah penting mengingat dengan adanya sanksi
tersebut akan memupuk serta menimbulkan kedisiplinan bagi para
pekerja agar lebih memperhatikan keselamatan diri serta keselamatan
bersama mengingat bahwa suatu program keselamatan kerja yang efektif
memerlukan suatu standar tingkah laku pribadi yang tinggi, karena pada
hakekatnya tindakan yang gegabah akan membahayakan orang lain dan

dirt sendiri.
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b. Faktor-faktor penghambat
1. Kesadaran pekerja

Program keselamatan kerja ini tidak dapat berjalan bila tidak ada
kesadaran dari pihak pekerja untuk melaksanakannya. Segenap pekerja
yang ada merupakan tulang punggung dari program keselamatan kerja
ini, berhasil atau tidaknya program keselamatan kerja tersebut sangat
tergantung dari pelaksanaan program tersebut oleh para pekerja dalam
pekerjaannya sehari-hari. Kesadaran pekerja ini dapat tercermin dari
ditaatinya peréturan—perahuan keselamatan kerja yang berlaku di
perusahaan setempat, pemakaian alat-alat perlengkapan keselamatan
kerja berupa alat-alat pengaman maupun alat pelindung diri yang
diwajibkan, serta penggunaan alat-alat kerja yang baik, tertib dan teratur.
Disamping itu bagi pekerja baru harus diberi penerangan secukupnya
berkaitan dengan cara penggunaan alat-alat kerja dan semua alat
perlindungan diri yang diwajibkan serta cara dan sikap dalam melakukan
pekerjaannya dengan benar. Dalam praktek industrial masih saja ditemui
adanya pekerja yang kurang tertib dalam melaksanakan pekerjaannya
baik itu berupa penggunaan peralatan kerja yang tidak sesuai dengan
persyaratan yang telah ditentukan, tidak melaksanakan metode kerja yang
benar, maupun menganggap enteng suatu pekerjaan yang sudah biasa
dilakukannya sehingga tidak memerlukan perhatian dan peralatan yang
ketat bahkan ada sebagian pekerja yang beranggapan sepanjang tidak

diketahui oleh atasan mereka peralatan kerja serta syarat-syarat
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keselamatan kerja yang ada tidak begitu diperhatikan sebab hanya akan
mempersulit kelancaran pekerjaan mereka dan bagi mereka hanya buang-
buang waktu saja, tidak praktis. Hal tesebut sangat disayangkan
mengingat para pekerja merupakan orang-orang yang paling dekat
dengan pekerjaan yang terkait dengan masalah-masalah keselamatan,
memiliki kemungkinan yang paling besar untuk menjadi korban
kecelakaan dalam bekerja, serta memiliki kesempatan paling besar untuk
melihat situasi yang kurang baik dari segi keselamatan kerja sehingga
dapat dengan cepat melaporkan keadaan tersebut sehingga tidak akan
membahayakan orang lain, sekaligus dapat menjadi pemberi masukan
yang paling sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di tempat kerja serta
bisa melihat secara langsung penanganan masalah keselamatan kerja
tersebut sudah dilaksanakan atau belum.
Birokrasi perusahaan

Birokrasi perusahaan disini berkaitan dengan masalah
penanggulangan bila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa seorang atau
lebih pekerja, menyakut prosedur pelaporan kecelakaan kerja. Pada PT.
Nestle Indonesia Waru didapati adanya suatu tata cara pelaporan
kecelakaan kerja yang melibatkan didalamnya banyak pihak serta
panjangnya prosedur pelaporan mulai dari penanganan pertolongan
pertama, pemberitahuan kepada ketua keselamatan kerja oleh atasan
langsung dari pekerja yang bersangkutan, penyelidikan oleh ketua

keselamatan kerja, mengisi formulir S2, tindakan pencegahan yang
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direkomendasikan agar kecelakaan tersebut tidak menimpa pekerja yang
lain, pelaporan kepada kepala bagian yang bersangkutan, pelaporan
kepada departemen personalia, lapor ke depnaker setempét, pelaporan
kepada pimpinan pabrik, tindak lanjut dari laporan tersebut sebagai
bahan acuan bagi kebijaksanaan di bidang yang menyebabkan terjadinya
kecelakaan kerja menyangkut kemungkinan diadakannya penggulangan
di tempat terjadinya kecelakaan menyangkut kondisi lingkungan kerja.
Da}lam banyak hal pekerja lebih suka berpikir praktis dan tidak suka
prosedur yang berbelit oleh karena itu tidak mengherankan apabila
pekerja lebih memilih menangani sendiri bila terjadi kecelakaan ringan
dalam arti tidak begitu membahayakan jiwa si pekerja ’tersebut. Hal
tersebut sangat berisiko sebab kecelakaan yang menimpah pekerja
tersebut bisa menimpah pekerja lain apabila tidak dengan segera
dilaporkan dan diambil tindakan penanggulangan misalnya seperti
perbaikan maupun pembenahan terhadap tempat-tempat pada lingkungan
kerja yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Dalam banyak hal para
atasan pekerja seringkali tidak dapat melakukan tindakan tegas terutama
berkaitan dengan upaya penanggulangan bila terjadi kecelakaan yang
menimpa diri pekerja, oleh karena atasan pekerja itu seringkali kurang
memperhatikan kondidi-kondisi baik fisik maupun psikis dari para
pekerja. Penanganan yang dimaksud disini bukan masalah
penanggulangan bila terjadi kecelakaan terhadap korban kecelakaan

namun berkaitan dengan tidakan pencegahan atau antisipasi terhadap hal-
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hal yang dapat menimbulkan bahaya kecelakaan yang dapat menimpa

pekerja lain.

. Penegakan aturan keselamatan kerja

‘Dalam pelaksanaan keselamatan kerja PT. Nestle Indonesia Waru
berpedoman pada semua peraturan perundang-undangan yang ada baik
itu berupa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah
maupun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan serta
ketentuan-ketentuan hasil kesepakatan pihak pengusaha dengan pihak
pekerja yang karena sifatnya mengikat kedua belah pihak seperti
'layaknya undang-undang.

Penegakan ketentuan-ketentuan keselamatan kerja ini ditujukan
baik bagi pengusaha maupun pekerja tanpa kecuali, dalam praktek
hubungan industrial yang sering terjadi adalah upaya penegakan
ketentuan-ketentuan keselamatan kerja tersebut pada para pekerja yang
tidak mentaati atau mengabaikan ketentuan-ketentuan keselamatan kerja
yang berlaku dengan pemberian sanksi berupa teguran lisan, peringatan
tertulis sampai kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Sedang upaya
penegakan  terhadap  perusahaan  berkaitan dengan  kurang
diperhatikannya atau tidak dilaksanakannya ketentuan perlindungan
keselamatan kerja tidak ada aturan yang jelas, dimana keadaan ini sangat
merugikan pihak pekerja. Hal ini seringkali menimbulkan terjadinya

perselisihan perburuhan dimana pihak pekerja menuntut pemenuhan
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kewajiban pihak pengusaha dalam memenuhi sayat-syarat keselamatan
kerja yang diwajibkan. Keadaan tefsebut ditunjang dengan kurangnya
penegakan hukum oleh aparat-aparaf terkait dengan alasan bahwa
seringkali adanya sanksi bagi pihak pengusaha mgrupakan bumerang
bagi pihak pekerja sendiri misalnya sanksi berupa penutupan usaha
perusahaan yang bersangkutan membawa dampak selain hilangnya
pendapatan pihak pengusaha juga menyebabkan hilangnya penghasilan
dari ratusan sampai ribuan pek.ja yang dalam hal ini berusaha
dilindungi kepentingannya sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan
permasalahan serta kerawanan sosial.
4. Manajemen personalia
Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan

perlindungan keselamatan kerja dalam perusahaan. Oleh sebab itu

perusahaan perusahaan harus senantiasa membenahi tugas dan fungsi-
fungsi manajemen perusahaan, terutama manajemen personalia. Dalam |
manajemen personalia ini seharusnya informasi dan data dalam
pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja tersedia secara lengkap ,
sehingga dengan demikian dapat diketahui masalah-masalah dan hambatan
yang dihadapi masing-masing unit kerja berkaitan dengan masalah
keselamatan kerja tersebut. Peristiwa kecelakaan kerja dan gangguan
kesehatan para pekerja harus dapat direkam dengan baik oleh pihak

manajemen personalia sehingga dengan demikian setiap perkembangan
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dan kemajuan pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja dapat diikuti
dengan baik sesuai dengan keadaan yang terjadi dilingkungan kerja.
Keadaan tersebut memerlukan suatu pendekatan pro-aktif dari pihak
manajemen personalia dengan sering terjun secara langsung melihat

kondisi kerja yang dihadapi para pekerja di lapangan.
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BABIV
PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Keselamatan kerja bertujuan melindungi kepentingan pekerja dari adanya
risiko-risiko kerja yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan
pekerja dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari. Keselamatan
kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh syarat-
syarat keselamatan yang optimal menyangkut fasilitas kelengkapan
keselamatan kerja, fasilitas pemeliharaan dan perawatan kesehatan pekerja
serta pemeliharaan kondisi lingkungan kerja. Perlindungan hukum di bidang
keselamatan kerja pada PT. Nestle Indoensia Waru — Sidoarjo di peroleh
melalui kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk KKB dimana masing-
masing pihak dapat menuntut pemenuhan haknya dengan berpegangan pada
isi perjanjian yang telah disepakati secara bersama tersebut. Hal itu
menunjukkan pentingnya keberadaan KKB dalam upaya melindungi secara
hukum kepentingan pekerja khususnya dalam bidang keselamatan kerja.

b. Pelaksanaan program perlindungan keselamatan kerja memerlukan
partisipasi baik dari pihak pengusaha maupun para pekerja dimana masing-
masing pihak diharapkan dapat melaksanakan segala ketentuan keselamatan
kerja baik berupa peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang
telah disepakati bersama dalam bentuk KKB dengan penuh kesadaran dan

tanggung jawab sehingga pelaksanaan program perlindungan keselamatan
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kerja ini dapat berjalan optimal. Selain itu dalam pelaksanaannya
dibutuhkan pula adanya suatu pengawasan. berkaitan dengan penegakan
ketentuan keselamatan kerja, pembinaan, serta kelengkapan sarana dan
prasarana menyangkut fasilitas kerja dan alat-alat perlindungan diri yang
diwajibkan. Fungsi pengawasan ini'pada PT. Nestle Indonesia Waru tampak
dengan dibentuknya safety commitiee yang bertugas mengawasi serta
memberni masukan bagi pihak pengusaha dalam rangka perbaikan syarat-

syarat keselamatan kerja.

2. Saran

a. Mengenai pengaturan perlindungan keselamatan kerja tidak diperoleh
secara 1inci dalam KKB namun demikian diatur dalam Buku Pedoman
Keselamatan Kerja yang notabene dibuat oleh perusahaan secara sepihak
yang seringkali kurang memperkatikan kepentingan pekerja oleh karena itu
di butuhkan adanya suatu andil bagi pekerja melalui wakil-wakilnya dalam
proses pembuatan Buku Pedoman Keselamatan Kerja tersebut sehingga
diharapkan adanya keseimbangan hak atas perhatian kepentingan baik bagi
pihak pengusaha maupun bagi para pekerja.

b. Dalam pelaksanaan program perlindungan keselamatan kerja dibutuhkan
adanya pengawasan baik itu oleh pihak perusahaan maupun pihak pekerja
atau suatu institusi khusus yang dibentuk dengan tujuan mengawasi
jalannya program keselamatan kerja, sebab sebagai manusia biasa selalu

mempunyai sifat lalai. Tim pengawas ini dalam menjalankan tugasnya
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tidak boleh hanya menggantungkan tindakannya hanya berdasarkan
masukan-masukan dari para pekerja saja tapi yang terpenting bahwa tim
pengawas tersebut harus turun langsung ke lapangan sehingga data-data
yang diperoleh merupakan data-data konkrit atau keadaan yang

sesungguhnya terjadi di tempat kerja.
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PT Jé Indonesi

W.. Y

Ji 5 Sidoarjo - JawaTimur

iE 809 Surabaya 60002

- - 031- 8534790

031- 8534791

4 031- 8537201
Pudio Yunanto Widias
Sidosermo PDK I Kav.301
Surabaya

YOUR REF : OUR REF : NWS/Bh.U/I-O10 Sidoarjo 25.09.2000

Regarding to your survey's proposal to our company, herewith we would like to invite you to come

to our office for get the data which you need on

Date . Monday, 09.10.2000 until Friday, 13.10.2000

Time . 8.00-15.00
Place : HRD office PT NESTLE INDONESIA

JI. Raya Waru 25§

Waru-Sidoarjo

Looking forward to seeing you soon, we remain

Yours faithfully
r—i v

-

—

Sonny _Effendhi
HRD. Departement
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Tabel Persentase Santunan Cacat Tetap Sebagian
Dan Cacat-Cacat Lainnya

MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN % X UPAH

- Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40
- Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35
- Lengan kanan dari siku ke bawah 35
- Lengan kiri dari atas ke bawah 30
- Tangan kanan dari atas pergelangan ke bawah 32
- Tangan kiri dari atas pergelangan ke bawah 28
- Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70
- Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35
- Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50
- Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25
- Kedua belah mata ‘ 70
- Sebelah mata atau diplopia pada pengelihatan dekat 35
- Pendengaran di kedua belah telinga 40
- Pendengaran pada sebelah telinga 20
- Ibu jari tangan kanan 15
- Ibu jari tangan kin 12
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